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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT MUTIARA KALJA PERMAI
UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

Nama LPVI
Alamat Kantor

Email

Website

Nomor Akreditasi KAN
sebagai LPVI

Penetapan sebagai LPVI

Pelaksana Penilaian
Kinerja PHL dan VLHH
Tim Audit

Pengambil Keputusan

2. IDENTITAS AUDITI

® o0 T o

Nama Auditi
Alamat Kantor
Email

Nomor SK PBPH
Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Nomor S-PHL
Masa Berlaku
MR auditi untuk
kegiatan audit
SK. Penunjukan

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa
No. 80 Samarinda.75121

trustindoprimakarya@gmail.com

www.trustindo.net

LPVI-017-IDN

Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025

Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit
Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat)

Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi)
Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi)

Ir. Harijadi (Auditor VLHH Kayu)

g~ =

Ir. Kurnia, IPU

PT MUTIARA KALJA PERMAI
JI. KH. Abdurasyid No. 2C Kota Samarinda — Kalimantan Timur

SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
65.875 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimanta Timur

Ir. H.Muhammad Saleh S.
Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN

Tahapan Kegiatan Audit

Waktu
Pelaksanaan

Ringkasan Hasil Kegiatan

Pertemuan koordinasi
dengan : Direktorat PUPH
sebelum penilaian lapangan

27 November
2025

Dilakukan secara online menggunakan

aplikasi Zoom Meeting.

Terdapat informasi tentang auditi untuk

dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya.

lapangan

2025

2. Pertemuan koordinasi 1 Desember Dilakukan secara offine di kantor instansi
dengan : instansi 2025 BPHL Wil. XIIl Samarinda di Samarinda
kehutanan di daerah Hasil pelaksanaan koordinasi
sebelum penilaian lapangan didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5a Rev.1
1 Desember Dilakukan secara offine di kantor instansi
2025 Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1

3. Rapat konsultasi publik 2 Desember Dilaksanakan di Ruang Pertemuan Desa

2025 Muara Belinau Kec. Tabang, Pukul 09.00 -
11.00 WITA
4, Pelaksanaan penilaian 2 - 6 Desember Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal

PBPH auditi.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan

pertemuan pembukaan, untuk

menyampaikan rencana teknis pelaksanaan
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan
pertemuan penutupan, untuk
menyampaikan hasil audit dan
kesimpulannya.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan

dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7

Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form

F1-02.9 Rev.1

Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan
Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai
Lampiran 1.1 SK.9895 oleh auditor
prasyarat ( Suhardi), produksi (Rafael
Satria HS), ekologi (Bayu Satria
Pramana) dan sosial (Wasis Kuncoro).

b) Verifikasi legalitas hasil hutan
menggunakan Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh
auditor VLHH Hulu (Harijadi)

Hasil audit dari masing-masing auditor,

dicatat menggunakan checklist sesusi form

F1-02.8 Rev.1
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No. | Tahapan Kegiatan Audit Waktu Ringkasan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
5. Pertemuan koordinasi = Dilakukan secara off line di kantor instansi
dengan : instansi 8 Desember Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
kehutanan di daerah 2025 untuk melaporkan hasil audit dan tindak
setelah penilaian lapangan lanjutnya atas informasi yang disampaikan
pada koordinasi awal.
= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1
8 Desember = Dilakukan secara offine di kantor instansi
2025 BPHL Wil. XIll Samarinda di Samarinda
untuk melaporkan hasil audit dan tindak
lanjutnya atas informasi yang disampaikan
pada koordinasi awal.
= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1
4. HASIL AUDIT:

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

| A. | Aspek PRASYARAT

1. | Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi
a. | Verifier1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat
realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT
dan BATB).
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Singkat PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk
Justifikasi pemanfaatan hutan alam dengan dokumen legal sesuai keputusan Menteri yang menangani

masalah kehutanan sebagai berikut :

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.506/MENHUT-11/2009 tanggal 3 September
2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam
PT Mutiara Kalja Permai atas areal hutan produksi seluas £65.875 (enam puluh lima
ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat
lampiran Peta Skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S
Kaban tanggal 3 September 2009.

2) Terdapat SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.856/Menlhk/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 24 September
2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No : SK.506/MENHUT-
[1/2009 tanggal 3 September 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dalam hutan alam PT Mutiara Kalja Permai atas areal hutan produksi seluas
165.875 (enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi
Kalimantan Timur. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan alam.

Dokumen administrasi tata batas PT Mutiara Kalja Permai tersedia di lapangan sesuai
dengan tingkat realisasinya uaitu berupa :

a) Rencana Penataan Batas yang telah disusun dan disahkan sesuai dokumen Rencana
Penataan Batas No. 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017;
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b) Surat permohonan arahan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No.
4/MKP/SMD/V/2025 tanggal 9 Mei 2025; dan

c) SuratKepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S.466/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/B/06/
2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang arahan batas areal kerja PBPH PT Mutiara Kalja

Permai
b. | Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
Bobot 2
NILA BURUK
Uraian Singkat Sampai dengan pelaksanaan audit Sertifikasi Awal, PT MKP belum merealisasikan
Justifikasi pemancangan batas areal kerja dan baru dalam tahapan penyusunan dokumen Rencana
TBT sesuai dengan dokumen Rencana Penataan Batas No. 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017
tanggal 10 Januari 2017.
Hasil verifikasi dokumen laporan tata batas diketahui bahwa sejak diterbitkannya izin
perpanjangan sesuai SK Nomor : SK.506/MENHUT-1/2009 tanggal 3 September 2009, PT
MKP belum merealisasikan pemancangan batas di lapangan. Tata batas yang ada
merupakan hasil pemancangan batas sebelumnya yang sudah lama dan dilakukan sebelum
diterbitkannya izin IUPHHK (PBPH)
c. | Verifier1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable
(NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
Bobot 1
NILAI Not Applicable (N/A)
Uraian Singkat Pada areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai diverifikasi tidak dijumpai adanya penggunaan
Justifikasi areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Kementerian Kehutanan)
d. | Verifier1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
Bobot 2
NILA BAIK
Uraian Singkat Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH dan RKTPH, Peta Citra Satelit dan wawancara
Justifikasi dengan pendamping Prasyarat terkait penguasaan areal kerja di areal PT MKP diketahui

hal-hal sebagai berikut :

1)  Pada areal PBPH PT MKP tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain baik berupa
perladangan masyarakat, PPKH maupun perizinan lainnya.

2) Berdasarkan pada Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat 8/9 OLI Band 654 Path/ Row
117/59, Liputan tanggal 3 Mei 2025, 24 Maret 2025, 28 Februari 2025 dan 19 Juli 2024
skala 1:250.000, yang telah disahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan Tahun 2025, dan Surat Direktur IPSDH No.
S.1084/IPSDH/ISDH/PLA.01.03/B/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 diketahui bahwa
areal PBPH PT MKP berada pada kawasan Huan Lindung (HL) seluas 3.217 Ha dan
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 62.658 Ha.

3) Lokasi PT MKP berada jauh dari pemukiman masyarakat dan posisi areal PBPH
dengan kampung terdekat dibatasi oleh adanya PBPH PT MKP | dan PT Belayan River
Timber dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit sehingga masyarakat tidak
memanfaatkan untuk kegiatan perladangan dan lainnya.

4) Pada saat konsultasi publik, masyarakat menginformasikan adanya hutan desa yang
akan dikelola masyarakat, dan adanya rencana proyek pembangunan PLTA, namun
berdasarkan informasi dan klarifikasi dari Manager Camp menyatakan bahwa lokasi
hutan desa berada di luar areal PT MKP mengarah ke Hutan Lindung; sedangkan
proyek PLTA baru melakukan survey awal dan belum jelas kelanjutan perizinannya
sehingga PT MKP hanya memonitor apabila terdapat kegiatan kembali di lapangan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pada areal PT MKP tidak dijumpai adanya
penguasaan lahan oleh pihak lain selain untuk kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan
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hutan. Dengan demikian penguasaan lahan pada areal kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai
seluruhnya masih dikuasai seluas 65.875 Ha (100%)

Nilai Kinerja Indikator
11

(11/15)x100% = 73,33% (SEDANG)

2. | Indikator 1.2

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

a. | Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang
sesuai dengan PHL

Bobot 1

NILA BAIK

Uraian Singkat Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan visi dan misi sesuai dengan
Justifikasi keputusan Direksi No. 39/MKP/SMD/X1/2018 tanggal 05 November 2018 dan

pembaharuannya sesuai dengan keputusan No. SK.14/MKP/SMD/XI/2025 tanggal 24
November 2025.

Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan
dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian
sosial berdasarkan peraturan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi PT
Mutiara Kalja Permai telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi,
aspek ekologi, dan aspek sosial.

Visi dan misi PT Mutiara Kalja Permai telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja
dan masyarakat sekitar dengan bukti dokumen berita acara sosialisasinya seperti :

a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT MKP pada hari Sabtu tanggal 4
Januari 2020.

b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT MKP pada hari Selasa tanggal 30
Maret 2021.

c) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT MKP pada hari Kamis tanggal 23
Juni 2022

d) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi RKT, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Selasa tanggal 13
April 2021 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara Belinau dan Desa
Tabang Lama dengan daftar hadir sebanyak 25 orang.

e) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi RKT, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Sabtu tanggal 18
Juni 2022 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara Belinau dengan
daftar hadir sebanyak 5 orang.

f)  BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi RKT, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Rabu tanggal 22
Juni 2022 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tabang Lama dengan
daftar hadir sebanyak 6 orang.

g) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi RKT, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Senin tanggal 27
Oktober 2025 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara Belinau dengan
daftar hadir sebanyak 26 orang.

h) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi RKT, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Senin tanggal 27
Oktober 2025 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tabang Lama dengan
daftar hadir sebanyak 8 orang.

b. | Verifier 1.2.2

Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai
Justifikasi dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan kepastian kawasan, sebagai dasar dalam kegiatan pengusahaan
hutan yang aman dalam jangka panjang belum sepenuhnya diimplementasikan
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khususnya terkait kegiatan tata batas belum direalisasikan dan baru dalam tahapan
penyusunan Rencana Penataan Batas dengan dokumen No. 14/KUH-2/IlUPHHK-
HA/2017 tanggal 10 Januari 2017, sedangkan tahapan berikutnya yaitu pembuatan
Instruksi Kerja TBT, pemasangan tanda batas, dan pelaporannya belum dilaksanakan.
Nilai implementasi misi 1 (0,25x16,67% = 4,20%)

2. Misi meningkatkan produktivitas hutan alam melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan telah diimplementasikan dalam bentuk pembentukan struktur
organisasi untuk pembinaan hutan dan menempatkan Kepala Seksi Pengelolaan
Lingkungan, Litbang dan Perlindungan Hutan; melakukan IHMB sebagai dasar
penyusunan RKUPH dan menentukan kegiatan perencanaan penebangan dengan
perhitungan Etat Volume maupun Etat Luas; melakukan tahapan sistem silvikultur
TPTI dan penyediaan SOP-nya; melakukan penebangan berdampak rendah, namun
belum ada implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan termasuk pembuatan
dan pengukuran PUP di lapangan. Nilai implementasi misi 2 (0,5x16,67% = 8,34%)

3. Misi mewujudkan fungsi ekologi, untuk melindungi potensi hutan dan keanekaragaman
hayati telah diimplementasikan dengan melakukan studi Andal, RKL dan RPL,
menyusun SOP terkait ekologi, perlindungan dan pengamanan hutan; menetapkan
kawasan lindung dan pengelolaan lingkungan, menempatkan GANISPH Binhut pada
kegiatan pembinaan hutan, lingkungan dan sosial, mengimplementasikan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan dan kegiatan pengelolaan hutan lestari lainnya.
Nilai implementasi misi 3 (0,7x16,67% = 11,67%)

4. Misi meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai
pengelola hutan alam produksi telah diimplementasikan dengan melakukan
peningkatan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan, memiliki GANISPH
yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya; menyusun struktur organisasi,
menempatkan personil pada jabatan dengan job descriptionnya. Nilai implementasi
misi 4 (0,7x16,67% = 11,67%).

5. Misi meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa
Hutan (PMDH) dan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat telah
diimplementasikan dengan menentukan desa binaan, melakukan kegiatan kelola
sosial, memberikan kesempatan kerja dan berusaha kepada masyarakat lokal,
menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebagaimana hasil pertemuan konsultasi
publik. Nilai implementasi misi 5 (0,8x16,67% = 13,34%).

6.  Misi memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah, meningkatkan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat telah
diimplementasikan dengan melakukan produksi kayu dengan membayar kewajiban
PNBP berupa PSDH dan DR, pembayaran Pajak, memberikan bantuan perbaikan
jalan ke desa sekitar, rekrutmen tenaga kerja dan kesempatan berusaha kepada
masyarakat sekitar. Nilai implementasi misi 6 (0,8x16,67% = 13,34%)

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Mutiara
Kalja Permai telah dijalankan mengarah kepada visi dan misi walaupun belum sepenuhnya
diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi. Manajemen PT Mutiara Kalja Permai telah
mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah kepada visi dan misi
dengan penerapan/ implementasi secara keseluruhan sebesar (4,20% + 8,34% + 11,67% +
11,67% + 13,34% + 13,34% = 62,56%).

Nilai Kinerja Indikator
1.2

(5/9)x100% = 55,56% (BURUK)

3. | Indikator 1.3

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari

a. | Verifier 1.3.1

Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan
hutan yang lestari

Bobot

2

NILA

BAIK
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Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan
hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 03/MKP/SMD-Dir/VI1/2019
tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung
Jawab PT Mutiara Kalja Permai dan pada tahun 2025 terdapat pembaruan sesuai dengan
SK, Bagan Struktur Organisasi dan job description terkini, No. SK.10.A/MKP/SMD/V/2025
tanggal 5 Mei 2025 tentang Revisi penetapan struktur organisasi, uraian tugas & tanggung
jawab PT Mutiara Kalja Permai.

Secara umum struktur organisasi PT Mutiara Kalja Permai dinilai telah disahkan dan
menunjang untuk merealisasikan visi dan misi terkait pengelolaan hutan lestari.

Verifier 1.3.2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis
menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot

2

NILA

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Mutiara Kalja Permai sampai
dengan saat audit sebagai berikut :
1)  Sarjana Kehutanan :

- Total dimiliki saat ini 5 (lima) orang.

- Bertugas di lapangan sejumlah 5 (lima) orang dengan penempatan tersebar di

bagian operasional lapangan seperti Perencanaan Hutan, Binhut dan Keling, SFM &
SIM, PAK;, dan perlindungan dan Pengamanan.

2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :
- Total dimiliki saat ini 1 (satu) orang.

- Bertugas di lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan penempatan sebagai
Ganisph PKB

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) saat audit :

JUMLAH

Analisis Realisasi
Beban Kerja

1

Kompetensi

No.
©- | GANISPH RKUPH | RKT 2025

Kurpet 1 1

Canhut 1 1 2

Binhut 3 2 2
1 1 1
4 3 6

NN | —

Nenhut -
PKB 3
Jumlah 10 8 12 8

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk
GANISPH tersedia.

Sl Pl Sl I

Verifier 1.3.3

Peningkatan kompetensi SDM

Bobot

2

NILA

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk
untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Mutiara Kalja Permai dengan pelaksanaan
pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun sebagai berikut :

1) Pada tahun 2020 PT Mutiara Kalja Permai merencanakan pelatihan peningkatan
kompetensi sebanyak 9 orang berupa Penilaian Kinerja GANISPH dan Penyegaran
GANISPH dan realisasinya hanya terdapat kegiatan sosialisasi sistem SIGANISHUT
yang dilaksanakan tanggal 15-17 Desember 2020 sebanyak 2 orang atau sebesar
22,22%, sedangkan untuk penilaian kinerja dan penyegaran tidak dilaksanakan
mengingat tidak terdapat penerbitan RKT 2020 dan adanya pandemi Covid-19 serta
rencana pelaksanaan uji kompetensi GANISPH.

2) Pada tahun 2021 PT Mutiara Kalja Permai merencanakan pelatihan peningkatan
kompetensi sebanyak 11 orang berupa Pelatihan dan kegiatan sosialisasi serta
Penilaian Kinerja GANISPH dengan realisasi hanya terdapat kegiatan pelatihan dan
sosialisasi sebanyak 16 orang atau sebesar 145,45%, sedangkan untuk penilaian
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kinerja dan penyegaran tidak dilaksanakan mengingat adanya pandemi Covid-19 serta
rencana pelaksanaan uji kompetensi GANISPH.

3) Pada tahun 2022 PT Mutiara Kalja Permai merencanakan pelatihan peningkatan
kompetensi sebanyak 40 orang berupa Pelatihan/ Bimtek dan Uji Kompetensi
GANISPH serta kegiatan sosialisasi dan seluruhnya terealisasi sebanyak 40 orang atau
sebesar 100%.

4) Pada tahun 2023 dan tahun 2024 PT Mutiara Kalja Permai tidak menerbitkan RKT dan
tidak terdapat kegiatan operasional termasuk peningkatan kompetensi karyawan.

5) Pada tahun 2025 PT Mutiara Kalja Permai merencanakan pelatihan peningkatan
kompetensi sebanyak 24 orang berupa Bimtek, Uji Kompetensi GANISPH, dan
Penilaian Kinerja GANISPH dengan realisasi sampai dengan November 2025 sebanyak
17 orang atau sebesar 70,83% terdiri dari kegiatan Bimtek SIPNBP dan kegiatan
Sosialisasi sebanyak 9 Orang; Uji Kompetansi GANISPH sebanyak 6 orang; dan
Penilaian Kinerja GANISPH sebanyak 2 orang.

Peningkatan kompetensi personil PT MKP selama periode sertifikasi rata-rata sebesar
56,42% dari jumlah yang direncanakan. Sebagian besar kegiatan peningkatan kompetensi
tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid-19 dan PT MKP tidak melakukan kegiatan
operasional dan penerbitan RKTPH pada tahun 2020, tahun 2023 dan tahun 2024.

d. | Verifier 1.3.4

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya merupakan tenaga
Justifikasi tetap PBPH PT Mutiara Kalja Permai dan diverifikasi :

1. ljazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia keseluruhan.

2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem SIGANISHUT,
kecuali atas nama Rohan Soffianto GANISPH Kurpet

3. SKPersetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah mendapatkan SK
Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XIIl Samarinda, kecuali atas nama Rohan
Soffianto GANISPH Kurpet

4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi tersedia lengkap, kecuali atas nama Rohan
Soffianto GANISPH Kurpet

5. Sertifikat Kompetensi GANISPH PT Mutiara Kalja Permai diverifikasi lengkap.

6. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi sebagian tidak terdapat dalam daftar
karyawan yang bertugas di PT Mutiara Kalja Permai.

7. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji,
BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak
dan kewajiban dalam peraturan perusahaan

Nilai Kinerja Indikator
1.3

(16/21)x 100% = 76,19% (SEDANG)

4. | Indikator 1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

a. | Verifier 1.4.1

Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot 2

NILA BAIK

Uraian Singkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah membangun dan memilki sistem informasi berbasis
Justifikasi teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan telah beroperasional secara

efektif, meliputi :
1)  Ketersediaan aplikasi atau program terkait administrasi dan operasional dengan sistem
informasi berbasis IT menggunakan aplikasi yang biasa digunakan seperti email,
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program pengilahan data dan laporan serta aplikasi pelaporan dari kementarian
kehutanan.

2) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer, laptop, Modem,
dan radio komunikasi untuk komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan
data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun pelaporan eksternal.

3) Keberadaan jaringan internet di basecamp PT Mutiara Kalja Permai menggunakan
internet starlink, untuk kepentingan komunikasi, pengiriman data dan informasi serta
laporan

4) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang bertugas untuk
menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan informasi dan menyajikannya
menjadi laporan yang siap digunakan.

5) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang dijadikan sarana
untuk berbagi data dan informasi lainnya.

Hasil observasi dan wawancara dengan operator SIM diketahui bahwa di Basecamp PT

Mutiara Kalja Permai dan Mess serta pada masing-masing bagian terdapat peralatan SIM

dan tenaga atau personil yang mengopersionalkan peralatan SIM tersebut. Di samping itu

terdapat alat komunikasi berupa radio HT pada masing-masing kendaraan LV maupun

Logging Truk dan alat berat yang digunakan untuk komunikasi dalam rangka K3 dan safety

Verifier 1.4.2 Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Jabatan SPI pada PT Mutiara Kalja Permai telah ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan

Justifikasi Keputusan Direktur Utama No. 02/KPTS/MKP/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan
menunjuk petugas pelaksana SPI sebagai berikut :
a) Edward Muljadi (Ketua)
b) Ir. Barata Dewantoro (Anggota)
Terdapat perubahan penunjukkan personil SPI sesuai dengan keputusan Direksi No.
SK.8.AIMKP/SMD/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Revisi Penunjukkan Petugas
Pelaksana Satuan Pengawas Internal (SPI) PT MKP
a) Edward Muljadi (Ketua)
b) Meliana Halim (Anggota
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa SPI PT Mutiara Kalja
Permai telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2020, dan 2021
selama periode audit, sedangkan pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 diverifikasi tidak
tersedia laporan hasil audit internal PT MKP sehubungan dengan tidak adanya kegiatan
operasional pada tahun 2023 dan tahun 2024.
Kegiatan monitoring dan evaluasi SPI PT MKP selama periode audit dinilai masih belum
efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari untuk
mengontrol jalannya kegiatan organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang
diterapkan serta pelaksanaannya tidak dilakukan secara periodek setiap tahunnya.

Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat Hasil analisis terhadap laporan SPI PT Mutiara Kalja Permai yaitu pada pemeriksaan selama

Justifikasi periode audit terdapat temuan hasil monitoring dan evaluasi oleh SPI yang telah
ditindaklanjuti pada masing-masing bagian yang diperiksa.
Temuan SPI pada periode audit dinilai telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan menyertakan
bukti tindakan perbaikan berupa foto dokumentasi di lapangan pada setiap temuan
ketidaksesuaian dan temuan ketidaksesuaian telah dinyatakan closed

Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan
instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot 2

NILAI SEDANG

Halaman 9 dari 68




3

]
W

fradivés Lertosiee

v KAN
Kot Akrediast Naslosal
LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Mutiara Kalja Permai telah menunjuk personel sebagai operator atau tenaga pelaksana
sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian
Kehutanan) meliputi :

No. NamaSiste_m Tenaga Pelaksana SK Direksi
Informasi
1| E-Monev Prihatini Hayati Saleh, No. 02/KPTS-MKP/1/2021 tgl 19/01/2021
S.Hut
2 | SICAKAP/ Gazali Rachman No. 03/KPTS-MKP/X1/2021 tgl 30/11/2021
SIPASHUT No. 07/MKP/SMD/X1/2025 tgl 20/11/2025
3 | SIPUHH Saprani No. 01/KPTS-MKP/1/2021 tgl 18/01/2021
SIPUHH dan | Basilius Sumardani; No. SK.11/MKP/SMD/X1/2025 tgl
SIPNBP Prihatini Hayati Saleh, | 20/11/2025
S.Hut.
4 | SIPNBP Prihatini Hayati Saleh, No. 67/MKP/SMD/IX/2015 tgl 14/09/2015
S.Hut
5 | SIGANISHUT | Rohan Soffianto; No. 04/MKP/SMD/1/2021 tgl 20/01/2021
Saprani
Saprani No. SK.10/MKP/SMD/X/2025 tgl
20/11/2025
6 | SIPONGI Wahyudi, S.Hut. No. 06/Kpts-MKP/X1/2021 tgl 30/11/2021
No. SK.09/MKP/SMD/XI/2025 tgl
20/11/2025
7 | SIMPEL Prihatini Hayati Saleh, No. SK.08/MKP/SMD/XI/2025 tg|
S.Hut 20/11/2025
8 | SIPATOK Haryanto Pratama Ko No. SK.02/MKP/SMD/X/2025 tgl 8/11/2025

Hasil pengecekan operasional pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Kementerian Kehutanan) sebagai berikut ;

Terhadap pelaporan SIPASHUT, PT Mutiara Kalja Permai telah menjalankan
penyusunan RKTPH tahun 2025, melalui sipashut dan pelaporan bulanan SIPASHUT
tahun 2025 baru dilaporkan untuk bulan Oktober karena RKTPH Tahun 2025
diterbitkan pada bulan Oktober, sedangkan untuk laporan bulan November belum
diunggah sambil menunggu kelengkapan data pada dari lapangan. Sedangkan
kelengkapan isi laporan dinilai masih belum lengkap dan belum sepenuhnya
melaporkan kegiatan realisasi di lapangan seperti pelaporan Ganisph, keuangan,
kemitraan, pemetaan konflik, tata batas dan sebagainya.

Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai
telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu
melalui SIPUHH dengan baik dan patuh. PT Mutiara Kalja Permai pada saat audit
diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas PSDH dan DR dari

a.

produksi kayunya.

Terhadap pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Mutiara
Kalja Permai telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat dokumen
administrasi penunjang kelengkapan legalitas GANISPH seperti ijazah pelatihan, kartu
ganis, sertifikat kompetensi, SK Penugasan, dan SK Penempatannya. Sedangkan
untuk GANISPH Kurpet atas nama Rohan Soffianto belum diunggah pada sistem

SIGANISHUT

Terhadap pelaporan SIPONGI diverifikasi terdapat pelaporan selama tahun 2025, telah
dilaporkan untuk bulan Oktober 2025 sesuai dengan ketentuan.

Terhadap pelaporan SIMPEL diverifikasi telah memiliki akun, dan aktif digunakan untuk
pelaporan kelola lingkungan termasuk pelaksanaan RKL RPL.

Terhadap laporan SIPATOK diverifikasi telah aktif namun pengisiannya belum ada
karena belum ada kegiatan penjualan kayu dan pengisian penjualan dan invoice harga
kayu pada penjualannya.
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Nilai Kinerja Indikator
1.4

(18121)x 100% = 85,71% (BAIK)

5. | Indikator 1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

a. | Verifier 1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Kegiatan operasional RKT telah dilakukan pemberian informasi yang memadai kepada
Justifikasi masyarakat desa terdampak operasional melalui pelaksanaan sosialisasi kepada

masyarakat desa terdampak sebagai berikut :

1) BAP Sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Selasa
tanggal 13 April 2021 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara Belinau
dan Desa Tabang Lama dengan daftar hadir sebanyak 25 orang.

2) BAP Sosialisasi RKT 2022 kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi Visi dan Misi , Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Sabtu
tanggal 18 Juni 2022 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara Belinau
dengan daftar hadir sebanyak 5 orang.

3) BAP Sosialisasi RKT 2022 kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Rabu
tanggal 22 Juni 2022 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tabang Lama
dengan daftar hadir sebanyak 6 orang.

4) BAP Sosialisasi RKT 2022 kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Senin
tanggal 27 Oktober 2025 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Muara
Belinau dengan daftar hadir sebanyak 26 orang.

5) BAP Sosialisasi RKT 2025 kepada masyarakat telah dilakukan bersamaan dengan
sosialisasi Visi dan Misi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung pada hari Senin
tanggal 27 Oktober 2025 kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tabang
Lama dengan daftar hadir sebanyak 8 orang

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal

tanpa paksaan, dan dilakukan kepada desa binaan pada RKT 2021, RKT 2022 dan RKT

2025, walaupun belum seluruh desa binaan .

Kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan CSR dan fee produksi kayu telah
direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dengan masyarakat.

b. | Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

Bobot 1

NILA SEDANG

Uraian Singkat Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat diperoleh dalam
Justifikasi bentuk terlaksananya kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung dan areal yang tidak

ditebang pada areal RKT yang diizinkan di areal PT Mutiara Kalja Permai yang dilakukan
bersamaan dengan sosialiasi RKT kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi RKT
menjelaskan juga materi tentang keberadaan kawasan dilindungi dan tidak ditebang pada
areal RKT PT Mutiara Kalja Permai berupa Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan
Lindung.

Di dalam areal produksi RKTPH tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2025 diverifikasi terdapat
lokasi yang ditandai sebagai areal yang tidak ditebang berupa Sempadan Sungai dan Buffer
Zone Hutan Lindung. Lokasi tersebut telah ditandai di lapangan dan telah disosialisasikan
kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT yang telah dilakukan pada sebagian
desa binaan sebagaimana verifier 1.5.1. di atas
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Nilai Kinerja Indikator
1.5

(6/9)x 100% = 66,67% (SEDANG)

| B. | Aspek PRODUKSI

1. | Indikator 2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

a. | Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang

b)

berwenang.
Bobot 1
NILAI Baik
Uraian Singkat a) Selama periode audit (2023 s.d 2025) PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen
Justifikasi rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022

dan RKUPH Periode Tahun 2023 — 2032. Sampai dengan awal Desember Tahun 2025
terdapat satu kali perubahan RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 terkait adanya
penambahan jenis kegiatan multiusaha kehutanan.

1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022 telah mendapatkan pengesahan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19
November 2013

2. RKUPH PBPH Periode Tahun 2023 — 2032 telah mendapatkan pengesahan
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.4156/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 3 April 2023

3. Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2023 — 2032 telah mendapatkan
pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 8099 TAHUN 2024 tanggal 4 Juni 2024

Dokumen RKUPH PT Mutiara Kalja Permai telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran

Peta dan SK Pengesahannya

b. | Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang

Bobot

2

NILAI

Buruk

Uraian Singkat
Justifikasi

a)

Terdapat perubahan blok RKTUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022 yang telah
mendapatkan persetujuan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Kementerian LHK
sesuai surat nomor S.1049/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020
dengan perubahan sebagai berikut :

1. Blok IX :Blok RKT 2022 menjadi Blok RKT 2020
2. Blok VIl :Blok RKT 2020 menjadi Blok RKT 2021
3. Blok VIIl : Blok RKT 2021 menjadi Blok RKT 2022

Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) dengan
dokumen rencana jangka panjang pada usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan
selama periode audit sebagai berikut :

Tahun RKU RKT Kesesuaian (%)

Luas Posisi Luas Posisi Luas Posisi
2020 2249 IX - - 0%
2021 1881 VI 1394 VI 7411 % Sesuali
2022 2320 Vil 1918 VI 82,67 % Sesuai
2023 1287 X - - 0%
2024 1545 Xl - - 0%
2025 1525 X 1520 X 99,67 % Sesuai

Rata - rata 42,74 % 3/6=50,00 %

Keterangan : PT MKP tidak menerbitkan RKT pada tahun 2020, 2023 dan 2024
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Tingkat kesesuaian luas dan posisi penataan areal kerja (blok RKT) < 50 % sesuali
dengan dokumen Rencana jangka panjang.
c. | Verifier2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%)
Bobot 1
NILAI Baik
Uraian Singkat a) Implementasi pemanfaatan hutan yang dilakukan PT Mutiara Kalja Permai adalah usaha
Justifikasi pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam)

b) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir tercatat PT Mutiara Kalja Permai menerbitkan
RKT hanya pada tahun 2021, 2022 dan 2025 dan telah dilakukan Penataan Areal Kerja
pada masing-masing RKT.

c) Pada blok RKT 2025, sebagian batas blok berupa jalan dan sisanya berupa penandaan
polet warna merah. Hasil observasi di lapangan yang dilakukan secara sampling dengan
IS > 5% atau sejauh + 1,9 km dari total batas blok RKT 2025 sepanjang 29 km, dijumpai
penandaan seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan meliputi identitas petak, polet 1
(satu) pada tegakan untuk batas petak, polet 2 (dua) warna merah pada tegakan untuk
batas blok RKT dan polet 3 (tiga) warna merah pada tegakan untuk batas blok RKT yang
berbatasan dengan area PBPH lain.

Nilai Kinerja (8/12) x 100 % = 66,67 % (SEDANG )
Indikator 2.1
2. | Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan
hutan, dan/atau jasa lingkungan
a. | Verifier2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan)
yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi
Bobot 1
NILAI Baik
Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa Inventarisasi
Justifikasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) / ITSP

b) Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan
IHMB dengan menggunakan metode IHMB berbasis gabungan terestris dan citra satelit
(Quick IHMB) yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan telah dilengkapi dengan lampiran
IHMB meliputi : tally sheet, analisa tegakan, sediaan tegakan berdasar hasil IHMB
sebagai dasar penyusunan RKUPH, alat bantu IHMB, rencana dan realisasi
pelaksanaan IHB, peta hasil IHMB dan file elektronik IHMB.

c) Berdasarkan RKT yang diterbitkan selama periode audit yaitu RKT Tahun 2021, 2022
dan 2025 dan realisasi pemanfaatan hutan yang dilakukan, PT Mutiara Kalja Permai
telah melaksanakan kegiatan ITSP sebelum menerbitkan dokumen RKTPH. Tersedia
dokumen ITSP / Cruising dan implementasinya di lapangan selama periode audit.
Berdasarkan uji petik di lapangan pada blok RKT 2025, implementasi ITSP di lapangan
telah sesuai dengan data / dokumen yang dilaporkan dan telah dilengkapi dengan peta
sebaran pohonnya.

d) Berdasarkan RKUPH, ITSP / Cruising dan RKT yang diterbitkan Rencana Pemanfaatan
tidak melebihi data potensi ITSP dan jatah tebang tahunan maksimal yang tercantum
dalam RKUPH

b. | Verifier2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan
Bobot 2
NILAI Sedang
Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai menerapkan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia
Justifikasi (TPTI) dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu alam.

b)  Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu alamnya, Pada tahun 2018 PT Mutiara
Kalja Permai telah melakukan membuat Petak Ukur Permanen (PUP) dan melakukan
pengukuran untuk mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan serta volume jatah

Halaman 13 dari 68




3

]
W

fradivés Lertosiee

v

o
Keente Akreditast No=osal

LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

tebang tahunannya. Keberadaan PUP PT Mutiara Kalja Permai terletak pada Petak S.11
pada areal bekas tebangan blok RKT 2015 dengan luas 24 Hektar.

c) Berdasarkan target produksi tahunan yang ditetapkan, rencana produksi ditetapkan
berdasarkan data standing stock yang mencerminkan kemampuan daya dukung sumber
daya hutan yang dikelola dengan asumsi riap tegakan yang digunakan sebesar 1,749
m3haftahun (angka riap berdasarkan Badan Penelitan dan Pengembangan
Kehutanan). Asumsi riap tersebut belum didasarkan pada hasil pengukuran riap pada
PUP di areal PT Mutiara Kalja Permai sehingga penggunaan asumsi riap tersebut belum
mencerminkan riap yang sebenarnya

Nilai Kinerja (7/9)x100%=177,78 % (SEDANG)
Indikator 2.2
. | Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan

a. | Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan
Bobot 1
NILAI Baik
Uraian Singkat a) Berdasarkan RKUPH yang dimiliki, PT Mutiara Kalja Permai melaksanakan usaha
Justifikasi pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI).

Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur TPTI, perusahaan telah menyusun SOP
untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya.

b) Hasil telaah terhadap SOP yang dimiliki terhadap prinsip / pedoman serta pemanfaatan
hutan yang dijalankan adalah tersedia lengkap SOP setiap tahapan kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan sistem silvikultur THPB meliputi : PAK,
Risalah Hutan, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman & Pemeliharaan,
Pemanenan dan Perlindungan & Pengamanan Hutan dan telah mengacu pada pedoman
teknis sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan/atau pedoman teknis terupdate lainnya.

b. | Verifier 2.3.2

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan

Bobot 2

NILAI Sedang

Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan
Justifikasi hutannya

b) Hasil telaah terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan di
lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar implementasi telah dilaksanakan sesuai
SOP, namun demikan terdapat sebagian implementasi tahapan kegiatan yang belum
sesuai dengan SOP antara lain :

- PWH: pemeliharaan jalan menuju lokasi penanaman tahun 2021 (blok RKT 2019)
dan 2022 (blok RKT 2021) belum dilakukan secara optimal sehingga lokasi
penanaman sulit untuk dijangkau.

- Penanaman & Pemelihataan : pemeliharaan belum dilakukan secara rutin setiap 4
bulan sekali selama periode 3 tahun pertama setelah penanaman

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Tersedia 2 (dua) regu dalkarhutla namun
belum mengikuti pelatihan dari instansi yang berwenang dan Sarana prasarana
dalkarhutla belum mencukupi sesuai ketentuan

c. | Verifier 2.3.3

Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin
kelestarian hutan

Bobot 2

NILAI Sedang

Uraian Singkat a) Selama periode audit PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan
Justifikasi penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya

b) Rencana dan realisasi penanaman selama periode audit berdasarkan RKT yang
diterbitkan adalah sebagai berikut :

2021 (Ha)
Rencana ‘ Realisasi

2022 (Ha)
Rencana ‘ Realisasi

Penanaman
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Pengayaan 44 42 22 20
Rehabilitasi 19 19 10 10
Ka-Ki Jalan 10 10 10 10
Tanah Kosong 10 10 10 10
TOTAL 83 81 52 50
Pencapaian 97,59 % 96,15 %

c) Berdasarkan data di atas, rata-rata pencapaian realisasi penanaman adalah 96,87 %
atau > 80 % dari RKTPH, namun demikian kegiatan pemeliharaan belum secara rutin
dilakukan sefiap 4 (empat) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun pertama setelah
penanaman serta belum terdapat informasi persen tumbuh dari seluruh bibit yang
ditanam.

Nilai Kinerja
Indikator 2.3

(11/15) x 100 % = 73,33 % (SEDANG)

4. | Indikator 2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan

Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan
hutan

Bobot 1

NILAI Baik

Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan

Justifikasi dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu : SOP Reduced Impact Logging (RIL), No.

Dokumen SO-2-02 Revisi 1 tanggal 17 Oktober 2025.

b) Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PT Mutiara Kalja Permai memuat
prosedur antara lain :

1. Perencanaan Pemanenan meliputi : pembuatan peta rencana operasional
pemanenan kayu, penetapan lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad dan tahapan
kegiatan pemanenan kayu tumbuh alami

2. Pelaksanaan Pemanenan meliputi :
penyaradan dan pembagian batang

3. Paska Pemanenan meliputi : penutupan (deaktivasi) jalan sarad dan penutupan
(deaktivasi) TPn

c) Hasiltelaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang dimiliki

PT Mutiara Kalja Permai menunjukkan bahwa prosedur telah memuat ketentuan-

ketentuan seperti yang tercantum dalam Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021

terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact

logging

pembukaan jalan sarad, penebangan,

b. | Verifier2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan

Bobot 2

NILAI Sedang

Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan
Justifikasi dalam usaha pemanfaatan hutannya

b) Hasil observasi khususnya terhadap kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam,
realisasi implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan di lapangan adalah
sebagai berikut :

No. | Kegiatan Hasil observasi di lapangan Kesesuaian
1. Perencanaan Telah dibuat peta sebaran pohon yang Sesuai
Pemanenan akan ditebang
Terdapat barcode pada pohon yang .
akan ditebang Sesual
Lokasi TPn landai dan bebas genangan Sesuai
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2. Pelaksanaan Takik rebah, takik balas dan penentuan .
) Sesuai
Pemanenan arah rebah sesuai ketentuan
Tidak terdapat limbah B3 / tidak ada .
. . Sesuai
tumpahan oli di petak kerja
Sebagian jalan sarad dibuat dengan , .
lebar melebihi ketentuan (> 4 meter) Tidak Sesuai
3. Paska Tanaman pengayaan / rehabilitasi pada
Pemanenan lokasi bekas TPn dan bekas jalan sarad
belum dilakukan pemeliharaan secara | Tidak Sesuai
rutin setiap 4 (empat) bulan sekali
selama 3 (tiga) tahun pertama
c. | Verifier2.4.3 Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal
Bobot 2
NILAI Sedang
Uraian Singkat a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan
Justifikasi kayu alam. Untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai,
pancang, tiang, pohon) PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pengukuran kerusakan
tegakan tinggal dengan membuat petak ukur dengan ukuran 20 x 20 meter pada areal
yang terdapat kegiatan penebangan. Pengukuran dilakukan pada Blok RKT Tahun 2025,
Petak F-7 dengan lokasi koordinat N 0° 47’ 53", E 115° 55" 19” pada bulan November
2025.

b) Berdasarkan observasi di lapangan, lokasi dan kondisi plot petak ukur kerusakan
tegakan tinggal telah sesuai dengan yang dilaporkan. Tingkat kerusakan tegakan tinggal
berdasarkan pengukuran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Kondisi Tegakan %
Plot | Tegakan Baik Rusak Kerusakan KTT
Semai 19 6 24,00
Pancang 12 3 20,00
| 24,339
Tiang 4 1 20,00 33 %
Pohon 12 6 33,33
Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT adalah 24,33 % ( 20 - < 30% )
Nilai Kinerja (11/15) x 100 % = 73,33 % (SEDANG)
Indikator 2.4

5. | Indikator 2.5

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan
sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui

a. | Verifier 2.5.1

Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan

Bobot 1

NILAI Sedang

Uraian Singkat a) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PT Mutiara Kalja Permai menerbitkan dokumen
Justifikasi RKTPH hanya pada tahun 2021, 2022 dan 2025

b) Jenis usaha pemanfaatan hutan yang direncanakan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu
tumbuh alami (hutan alam) yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum

penebangan
RKT Surat Keputusan Jenis Usaha
Tahun Pemanfaatan Hutan
2021 | Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Pemanfaatan Hasil

Kalimantan Timur No. 522.110.1/74/Kpts/RKT/ | Hutan Kayu Tumbuh
DK-Il/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Alami (Hutan Alam)
Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2021
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2022 | Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja
Permai No. 06/KPTS/MKP/VI/2022 tanggal 15
Juni 2022 tentang Persetujuan RKTPH Tahun
2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021

2025 | Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja
Permai No. SK.03/MKP/SMD/X/2025 tanggal 17
Oktober 2025 tentang Persetujuan RKTPH
Tahun 2025

c) Seluruh RKTPH yang ditertbitkan telah lengkap meliputi SK RKTPH, Dokumen RKTPH
dan Peta RKTPH serta telah sesuai dengan hasil inventarisasi yang dilakukan, namun
demikian keberadaan dokumen RKTPH tidak lengkap selama periode 6 (enam) tahun

Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Tumbuh
Alami (Hutan Alam)

Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Tumbuh
Alami (Hutan Alam)

terakhir.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
Bobot 1
NILAI Sedang
Uraian Singkat a) Seluruh RKTPH yang diterbitkan PT Mutiara Kalja Permai selama periode audit telah
Justifikasi dilengkapi dengan peta kerja tahunan yang telah disetujui oleh personel / instansi yang
berwenang, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur untuk peta RKT tahun
2021 dan Direktur Utama PT MKP untuk peta RKT tahun 2022 dan 2025.
b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Mutiara Kalja Permai telah dilengkapi
dengan peta kerja yang bersesuaian dengan RKTPH, antara lain :
Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT dengan skala 1 : 25.000
Peta Pembukaan Wilayah Hutan Blok RKT dengan skala 1 : 25.000
Peta Penanaman dengan skala 1 : 25.000
Peta Penyebaran Pohon dengan skala 1 : 1.000
c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Mutiara Kalja Permai telah sesuai dengan peta
RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi yaitu sempadan
sungai, namun demikian keberadaan peta RKTPH dan Peta Kerja tidak lengkap selama
periode 6 (enam) tahun terakhir.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot 2
NILAI Baik
Uraian Singkat a) Berdasarkan observasi di lapangan, telah dilaksanakan penandaan pada blok RKT 2025
Justifikasi seperti pemasangan plang RKT, pemasangan papan identitas petak dan penandaan batas
blok RKT dan batas petak berupa polet warna merah pada pohon.
b) Penandaan dilapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan lindung yaitu pada
Petak E6 Blok RKT 2025 terdapat papan / plang informasi Kawasan Lindung Sempadan
Sungai Marang km. 40 dan terdapat penandaan batas berupa polet 1 (satu) warna biru
pada tegakan
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek
Bobot 2
NILAI Buruk
Uraian Singkat a) Selama periode audit PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan
Justifikasi kegiatan produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam)

b) Rencana dan realisasi pemanenan selama periode audit berdasarkan RKT yang
diterbitkan adalah sebagai berikut :

Asal Rencana Realisasi Pencapaian

RKT

Target | Luas | Volume | Luas | Volume Luas Volume
2021 | Murni | TPTI 1394 | 40.963 882 | 29.127
PWH - 1.374 - 1.111

63,32% | 71,42%
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Total 1.394 | 42.337 882 | 30.239
2022 | Murni | TPTI 1918 | 28.233 0 0
PWH - 512 - 0
Total 1918 | 28.745 0 0
Co | TPTI 483 | 10.929 395 8487 | 1649% | 21,91 %
PWH - 262 - 262
Total 483 | 11191 395 8.750
TOTAL 2401 | 39.936 395 8.750
Rata-rata Pencapaian | 39,90 % | 46,67 %

Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH dengan rata-rata
pencapaian realisasi volume produksi tahun 2021 dan 2022 sebesar 46,67 % atau < 50 % dari
yang direncanakan.

Nilai Kinerja
Indikator 2.5

(12/18) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

6. | Indikator 2.6

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan
usaha pemanfaatan hutan

a. | Verifier 2.6.1

Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
(yang telah diaudit oleh akuntan publik)

Bobot 1

NILAI Buruk

Uraian Singkat a) Terdapatlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memuat
Justifikasi laporan posisi keuangan PT Mutiara Kalja Permai dan PT Mutiara Kalja Permai Unit |

b) Selama periode audit (2020 — 2024) hanya terdapat 1 (satu) laporan keuangan yang
memuat posisi keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yaitu
laporan keuangan untuk tahun 2020, Laporan Keuangan tahun 2020 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera dengan laporan nomor
00001/1.1176/AU.2/01/1402-4/1//2022 tanggal 10 Januari 2022

c) Selama periode tahun 2020 — 2024 (5 tahun) hanya terdapat 1 (satu) laporan keuangan
yang telah diaudit oleh akuntan publik sementara 4 (empat) lainnya (tahun 2021, 2022,
2023 dan 2024 ) masih dalam proses / belum tersedia.

b. | Verifier 2.6.2

Realisasi Alokasi dana yang proporsional

Bobot 1

NILAI Sedang

Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan
Justifikasi periode tahun 2020 — 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan terkait

kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.
b) Laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan memuat bidang kegiatan yang
dianggarkan yaitu : penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan,
pembukaan wilayah hutan, pemanenan, penanaman & pemeliharaan, perlindungan &
pengamanan hutan, sosial masyarakat, penelitian & pengembangan dan konservasi
lainnya
¢) Hasil analisis perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan berdasarkan
laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan periode tahun 2020 - 2024 adalah
sebagai berikut ;
Tahun 2020 : Perbedaan 57,27 %
Tahun 2021 : Perbedaan 44,46 %
Tahun 2022 : Perbedaan 77,11 %
Tahun 2023 : Perbedaan 15,00 %
Tahun 2024 : Perbedaan 10,12 %
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d) rata alokasi dana selama periode 2020 - 2024 untuk seluruh bidang kegiatan kurang
proposional, perbedaan sebesar 40,79 % atau > 20% - 50%

c. | Verifier 2.6.3

Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited
tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil

RUPS)
Bobot 2
NILAI Baik
Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan
Justifikasi periode tahun 2020 — 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan terkait

kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.
b) Laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan memuat bidang kegiatan yang
dianggarkan yaitu : penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan,
pembukaan wilayah hutan, pemanenan, penanaman & pemeliharaan, perlindungan &
pengamanan hutan, sosial masyarakat, penelitian & pengembangan dan konservasi
lainnya
c) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2020 - 2024 adalah
sebagai berikut :
- Tahun 2020 : Realisasi alokasi dana mencukupi 65,95 % dari kebutuhan
- Tahun 2021 : Realisasi alokasi dana mencukupi 72,16 % dari kebutuhan
- Tahun 2022 : Realisasi alokasi dana mencukupi 82,03 % dari kebutuhan
- Tahun 2023 : Realisasi alokasi dana mencukupi 89,22 % dari kebutuhan
- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana mencukupi 91,59 % dari kebutuhan

d) Rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode 2020 — 2024
berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan yang dibuat
mencukupi 80,20 % atau = 80 % dari kebutuhan

d. | Verifier2.6.4

Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan)

Bobot 2

NILAI Buruk

Uraian Singkat a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan
Justifikasi periode tahun 2020 - 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan terkait

kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.
b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (TPTI) periode tahun
2020 — 2024 meliputi : PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman & pemeliharaan dan
Perlindungan & pengamanan hutan adalah sebagai berikut :
- Tahun 2020 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 48,66 %
(tidak terdapat realisasi produksi / pemanenan)
- Tahun 2021 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 71,52 %
- Tahun 2022 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 80,99 %
- Tahun 2023 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 90,08 %
(tidak terdapat realisasi produksi / pemanenan)
- Tahun 2024 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 91,28 %
(tidak terdapat realisasi produksi / pemanenan)
¢) Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2020 — 2024 mencukupi
76,51 % dari kebutuhan, namun demikian tercatat pada tahun 2020, 2023 dan 2024 tidak
terdapat rencana maupun realisasi kegiatan PWH dan Pemanenan karena tidak adanya
dokumen RKTPH yang diterbitkan pada tahun tersebut sehingga disimpulkan bahwa
selama periode tahun 2020 - 2024 realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

tidak lancar.
e. | Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Bobot 2
NILAI Sedang
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Uraian Singkat
Justifikasi

a) PT Mutiara Kalja Permai memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan
periode tahun 2020 - 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan terkait
kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

b) Berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan, PT Mutiara Kalja
Permai telah merencanakan anggaran untuk kegiatan yang memungkinkan modal
ditanamkan (kembali) ke hutan meliputi kegiatan :

1. penanaman & pemeliharaan,

2. perlindungan & pengamanan hutan

3. penelitian & pengembangan

dengan pencapaian sebagai berikut :

- Tahun 2020 : modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 90,26 %
- Tahun 2021 : modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 92,34 %
- Tahun 2022 : modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 86,96 %
- Tahun 2023 : modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 87,39 %
- Tahun 2024 : modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 97,34 %

¢) Rata - rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode tahun

2020 - 2024 mencapai 90,86 %, namun demikian berdasarkan realisasi kegiatan di

lapangan ketiga bidang kegiatan di atas belum dilaksanakan secara optimal seperti :

1. Penanaman & pemeliharaan : kegiatan pemeliharaan tanaman belum secara rutin
dilakukan

2. Perlindungan & pengamanan hutan : Regu tim dalkarhutla belum mengikuti
pelatihan dari instansi yang berwenang & jumlah sarpras dalkarhutla belum
mencukupi sesuai ketentuan

3. Penelitian & pengembangan : Pengukuran pertumbuhan tegakan pada lokasi PUP
beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan.

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

(15/24) x 100 % = 62,50 % (SEDANG)

| C. | Aspek EKOLOGI |

1. | Indikator Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi
31 Tinggi (ABKT)
a. | Verifier Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta
3.1.1 terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja
Singkat PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT Mutiara Kalja Permai No. SK.13/MKP/SMD/X1/2025
Justifikasi tanggal 24 November 2025, meliputi:
No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)
1. Hutan Lindung 5.334
2. Buffer Zone Hutan Lindung 3.936
3. Lereng E 972
4. KPPN 197
5. KPSL 1.167
6. Kebun Benih 600
7. Sempadan Sungai 870
Total 13.076
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b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Perubahan
RKUPH Tahun 2024 Periode 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. 8099 tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024.

c) PBPH PT Mutiara Kalja Permai belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT.

Verifier . | Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi

3.1.2 ABKT

Bobot D2

NILAI : | SEDANG

Uraian . |a) Pada periode 6 tahun terakhir (2020 s.d 2025), PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan RKT

Singkat diantaranya yaitu RKT Tahun 2021, 2022 dan 2025, sedangkan RKT Tahun 2020, 2023 dan

Justifikasi 2024 tidak terbit. Dengan demikian kewajiban penataan batas kawasan lindung mengacu pada
RKT yang diterbitkan.

b) Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d November 2025 vyaitu tercapai 18,50 km
(98,93%) dari total rencana 18,70 km.

c) PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penataan batas kawasan lindung dan tertuang dalam
dokumen Berita Acara Kegiatan Penataan/ Pembuatan Batas, namun tidak dilengkapi dengan
foto dokumentasi kegiatan dan peta realisasi penandaan batas.

d) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan
batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai :

- Sempadan Sungai Marang berada di Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai penandaan berupa
plang, dan cat biru polet 1 pada pohon;

- Buffer Zone HL berada di Blok RKTPH Tahun 2021 dijumpai penandaan berupa plang dan
cat kuning polet 2 pada pohon.

e) Selain itu PT Mutiara Kalja Permai belum membuat laporan identifikasi ABKT di dalam areal
PBPH dan melakukan deliniasi ABKT sesuai hasil laporan identifikasi ABKT.

Verifier : | Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

3.1.3

Bobot S

NILAI : | BAIK

Uraian . |a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta Perubahan

Singkat RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2023 — 2032 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun

Justifikasi 2025, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer
dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 12.668 ha (96,88%) dari total luas kawasan lindung
13.076 ha.

b) Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Mutiara Kalja Permai tidak terindentifikasi kondisi
non hutan (belukar, semak dan lahan terbuka), sehingga PT MKP tidak merencanakan
penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung.

Verifier . | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini
3.1.4 menjadi Not Applicable)

Bobot D2

NILAI : | NOT APPLICABLE (N/A)

Uraian : | Berdasarkan dokumen ANDAL Tahun 2020, diverifikasi jenis tanah yang terdapat di areal kerja
Singkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai yaitu kelompok tanah mineral yang terdiri dari 4 jenis tanah kategori

Justifikasi great group dalam sistem klasifikasi tanah USDA yaitu Hapludults, Paleudults, Dystrudepts,
Hydraquents dan Sulfaquents dan tidak terdapat tanah gambut, sehingga tidak diwajibkan
pengelolaan ekosistem gambut. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier . | Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
3.1.5
Bobot D2
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NILAI . | BAIK
Uraian : |a) Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semester | Tahun 2025 yang
Singkat ditandatangani oleh Direktur Utama (Ir. H. M. Saleh S) pada bulan Juli 2025, diverifikasi tidak
Justifikasi terjadi konflik atau penguasaan lahan di areal PBPH PT MKP (termasuk kawasan lindung) oleh

masyarakat sekitar hutan.

b) Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung yaitu a) Sempadan Sungai Marang di
Blok RKTPH Tahun 2025 pada koordinat N 0°47’ 37,134” E 115°55’ 7,761”; b) Buffer Zone HL
di Blok RKTPH Tahun 2021 pada koordinat N 1°3’' 53,612" E 115°57" 16,589”"; ¢) Sempadan
Sungai Marang Km 55 pada koordinat N 0°53’ 47,176" E 115°57" 3,113", diverifikasi kawasan
lindung tersebut kondisi aman dan tidak terdapat gangguan/ aktifitas masyarakat seperti
perladangan, perkebunan, penambangan emas maupun illegal logging, sehingga kondisi
kawasan lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya.

f. | Verifier . | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang
3.1.6 ada di dalam RKUPH
Bobot S
NILAI : | BURUK
Uraian : |a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah
Singkat dilakukan pada sebagian kawasan lindung, namun beberapa kegiatan pengelolaan pada
Justifikasi kawasan lindung belum optimal dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai;

b) Selama periode 6 tahun terakhir (2020 s.d 2025) PT Mutiara Kalja Permai telah membuat
laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan periode 6 bulanan/ semester, diantaranya yang tersedia yaitu
periode tahun 2020, 2021, 2022 dan 2025 sedangkan pada periode tahun 2023 dan tahun 2024
tidak dibuat dan dilaporkan. Dengan demikian diverifikasi PT MKP sebagian telah melakukan
pelaporan namun tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan.

Nilai Kinerja | : | (16/21) x 100% = 76,19% (SEDANG)

Indikator 3.1
2. | Indikator | : | Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2
a. | Verifier . | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan
3.2.1 kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
Bobot S
NILAI : | SEDANG
Uraian : |a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan
Singkat Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu
Justifikasi sebagai berikut :
No Jenis Gangguan Hutan Prosedur

1. Perambahan Kawasan SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-07, Revisi: 01,
Terbit: 3 November 2025.

Prosedur telah mencantumkan acuan seperti PerMenLHK No. 8 Tahun 2021.
2. Pemanenan atau | Namun demikian SOP belum mencantumkan referensi acuan teknis terkini
penebangan tanpa izin sesuai regulasi, seperti:

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28
3. Perburuan flora dan fauna Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan
Satwa yang Dilindungi
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4. Hama penyakit tanaman - PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan
Hutan.
5. Pencegahan dan | SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. No. Dok : SO-4-06,

pemadaman kebakaran Revisi: 02, Terbit: 3 Oktober 2025.

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. 8 Tahun 2021. Namun
demikian prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini
sesuai regulasi yaitu :

- PerMenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian
kebakaran hutan & lahan

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- Surat Edaran Dirjien PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025
tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam mengantisipasi
kebakaran hutan dan lahan tahun 2025.

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum
mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP.

b. | Verifier . | Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
3.2.2
Bobot S
NILAI : | SEDANG
Uraian : | a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki
Singkat oleh PT Mutiara Kalja Permai, yaitu dirinci seperti tabel berikut:
e Jenis
Justifikasi No. Gangguan Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket
Hutan
1 Perambahan Plang/ Baliho Dipasang dibeberapa titik, namun
Kawasan Himbauan Dilarang belum di pasang di lokasi kawasan
Berladang Dalam 1 Km 83 lindung sempadan sungai
Kawasan Konsesi
PBPH PT MKP
2 Pemanenan Plang/ Baliho Tidak Ada
atau Himbauan Dilarang
penebangan Melakukan - -
tanpa izin/ lllegal | penebangan tanpa
Logging izin/ lllegal Logging
3 Pencegahan dan | Plang/ Baliho Dipasang dibeberapa titik, namun
pemadaman Himbauan Dilarang belum di pasang di lokasi kawasan
kebakaran Membuka Hutan 3 Km 43, 82, 91 lindung sempadan sungai
dengan cara
membakar
Plang/ Baliho Awas !!!,
Bahaya Api dan Asap 2 Km 83, 92
Plang/ Baliho
Himbauan Antisipasi
Bahaya Kebakaran 3 Km 41,82, 92
Hutan !!
Diverifikasi jenis dan jumlah nya masih
R, ) .
Sarana prasarana Basecamp Gn. kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu
dakarhutla BotakKm58 | ermentHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016,
sebagaimana terlampir
Mobil Tanki - - Tidak Ada
Plang FDR 1 ?g‘pa" Pos Km
Posko Dalkarhutla - - Tidak Ada
Embung Air 2 Km 56, 57
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Menara Api

Tidak Ada

4 Hama dan
Penyakit
Tanaman

Herbisida

Insektisida

Gudang

Fungisida

Persemaian km
58

Pupuk

Gramoxone

Matador

Dithane-M45

Jenis NPK Mutiara

5 Perburuan
Satwa Liar

Pos Security

Km 58, Km 46

Kondisi pos tidak ada personil yang
ditugaskan dan berjaga

Plang/ Baliho
Himbauan Dilarang
Berburu Dalam
Kawasan Konsesi
PBPH PT MKP

Km 82, 92

Plang/ Baliho Jaga
hutan kita, kenali
satwa dilindungi

biak

biarkan berkembang

Km 82, 91

Plang/ Baliho

Kami dan Sayangi
Kami

Himbauan Lindungi

Km 42, 43

Plang/ Baliho
Himbauan Dilarang

Berburu/ menangkapi/
menembak/ menjaring
burung dan satwa liar
lainnya di kawasan ini

Km 40 (SS
Marang), Km
82,83,92

Dipasang dibeberapa titik dan

termasuk SS

Plang/ Baliho
Himbauan Dilarang
Berburu, Lindungi
Satwa Liar

Km 41, 83, 92

b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci
pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan

pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

c. | Verifier Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
3.2.3
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Mutiara Kalja Permai saat ini,
Singkat terdiri dari :
Justifikasi
!J“it Kerja . Jumlat? Personel
No. Perlindungan dan Kewajiban Personil Certified
Pengamanan Hutan (terkini) ertie
1. Regu Pemadam Kebakaran 2regu (30 2regu (30 0
personil) personil)
2. Security 11 1 0

b) Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas

kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan
pengamanan hutan), dinilai tidak ada.
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d) PT Mutiara Kalja Permai belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA)
dengan 3 Desa Binaan.

e) PBPH PT Mutiara Kalja Permai sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan
kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap
bulan dengan memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan
teknologi lainnya dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone,
CCTV dan lainnya dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan.

d. | Verifier Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
3.2.4
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang
Singkat terkait dengan :
Justifikasi - tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai 1) Sosialisasi secara langsung kepada

Desa Muara Belinau dan Desa Tabang Lama Tahun 2021 terkait sosialisasi visi dan misi
perusahaan, RKT, batas areal kerja, CSR dan kawasan lindung; 2) Sosialisasi secara
langsung kepada Karyawan Tahun 2021 terkait sosialisasi visi dan misi perusahaan, RKT,
batas areal kerja dan kawasan lindung; 3) Sosialisasi secara langsung kepada Desa Muara
Belinau dan Desa Tabang Lama Tahun 2022 terkait sosialisasi visi dan misi perusahaan,
RKT, batas areal kerja, dan kawasan lindung; 4) Sosialisasi secara langsung kepada Desa
Muara Belinau dan Desa Tabang Lama Tahun 2025 terkait sosialisasi visi dan misi
perusahaan, RKT, batas areal kerja, dan kawasan lindung.

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa
1) Penempatan pos security di 2 lokasi yaitu km 46 dan km 58, namun kondisi pos security
tidak ada petugas yang berjaga; 2) Penyediaan 2 regu inti dalkarhutla dengan total personil
30 orang (kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 personil), seluruh
personil regu inti belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) memiliki embung air
sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 2 titik/ lokasi di Km 56 dan Km 57; 4)
melakukan pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban periode
Agustus s.d November 2025; 5) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa
larangan berladang dalam kawasan PBPH, membakar hutan & lahan dan larangan berburu
(belum memasang plang larangan menebang pohon tanpa izin/ illegal logging); 6)
melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 1x dalam sebulan di lokasi Blok RKT dan
Sempadan Sungai, namun intensitas kegiatan patroli masih kurang dan belum dilakukan
patroli di kawasan lindung; 7) menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan setiap bulan melalui elektronik/ online di website SIPONGI periode Tahun 2022
(Januari s.d Juli), Tahun 2023 (Januari s.d Agustus), Tahun 2025 (Juni s.d Oktober).

- Tindakan represif, dinilai tidak ada kewajiban dikarenakan tidak ada aktifitas perambahan
hutan, illegal logging dan penambangan emas illegal di dalam areal PT MKP, sehingga tidak
diperlukan disampaikan ke instansi terkait.

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi.

c) PT Mutiara Kalja Permai telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan hutan
melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan hutan yang belum
optimal diantaranya :

1) Belum melakukan sosialisasi kepada desa binaan terkait perlindungan dan pengamanan
hutan dari aktifitas perburuan, perambahan hutan, illegal logging, penambangan emas
illegal;

2) Ketersediaan sarana prasarana kebakaran masih kurang dalam menunjang kegiatan
perlindungan hutan;

3) Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla dan
security);
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4) Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan 2
(dua) desa binan yaitu Desa Muara Belinau dan Desa Kampung Baru;
5) Belum memiliki Peta Potensi Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal
rawan kebakaran;
6) Belum menyampaikan secara rutin laporan bulanan kebakaran hutan dan lahan melalui
elektronik/ online di website SIPONGI.
Nilai Kinerja (9/15)x100% = 60,00% (SEDANG)
Indikator 3.2
3. | Indikator Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat
3.3 pemanfaatan hutan
a. | Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
3.3.1
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Singkat terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya,
Justifikasi meliputi :
Jenis Pengelolaan dan/ atau
No Pemantauan Fisik Kimia serta Prosedur
Pengelolaan Limbah B3
A.  Komponen Fisik Kimia
1. | Laju Erosi SOP Pengukuran & Pengolahan Data Erosi. No. Dok : SO-3-17, Revisi:
-, Terbit: 29 Oktober 2025.
SOP belum mencantumkan acuan/referensi/merujuk baku mutu erosi
(penentuan erosi tingkat ringan / sedang / berat).
Lokasi penentuan pengukuran erosi tidak disebutkan spesifik (ET+
berapa kegiatan eks RKTPH).
2. | Sedimentasi Sungai SOP Pengukuran Sedimentasi Air Sungai. No. Dok : SO-4-18, Reuvisi:
-, Terbit: 7 November 2025.
3. | Tinggi Muka Air SOP Pemantauan Tinggi Muka Air. No. Dok : SO-4-16, Revisi: -, Terbit:
7 November 2025.
Prosedur mencantumkan refrensi untuk SPAS bukan TMA
4, | Debit Air SOP Pengukuran Kecepatan Air Sungai. No. Dok : SO-4-9, Revisi: 1,
Terbit: 3 November 2025.
Prosedur mencantumkan refrensi untuk SPAS bukan debit air
5. | Kualitas Air Sungai SOP Pemantauan Kualitas Air. No. Dok : SO-4-11, Revisi: 01, Terbit: 3
November 2025.
Prosedur telah mencantumkan referensi PP No. 22 tahun 2021.
6. | Penanaman dan pemeliharaan SOP Penanaman Tanah Kosong dan Kanan Kiri Jalan. No. Dok : SO-
tanaman 3-18, Revisi: -, Terbit: 29 Oktober 2025.
SOP Pengayaan dan Rehabilitasi. No. Dok : SO-3-03, Revisi: 01,
Terbit: 22 Oktober 2025.
SOP Pemeliharaan Tanaman. No. Dok : SO-3-04, Revisi: 01, Terbit: 22
Oktober 2025.
9. | Persemaian SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit. No. Dok : SO-3-01, Revisi: 01,
Terbit: 22 Oktober 2025.
B. Pengelolaan Limbah B3
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1. | Pengelolaan limbah B3 SOP Pengelolaan Limbah B3. No. Dok : SO-4-14, Revisi: -, Terbit: Mei
2020.

- : SOP belum mencantumkan acuan/referensi dalam penyusunan SOP.
2. | Pengelolaan limbah domestik Adapun acuan peraturan sesuai regulasi yaitu seperti :

PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara persyaratan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
PermenLHK No. 014 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
pada Bank Sampah

Prosedur belum membahas teknis pelaksanaan pengelolaan limbah
domestik.

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam perubahan RKUPH
tahun 2024 periode 2023 - 2032.
- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3
- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan
SOP.

b. | Verifier
3.3.2

Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

a) Keberadaan sarana prasarana untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk pengelolaan
B3 yang dimiliki PBPH PT Mutiara Kalja Permai sebagian sesuai dengan dokumen Perubahan
RKUPH Tahun 2024 Periode 2023 - 2032, namun untuk sarana prasarana seperti TPS Limbah
B3 tersedia tetapi belum sesuai dengan ketentuan dan sarpras lainnya seperti workshop
bengkel, tangki penyimpanan BBM belum optimal dikarenakan lantai dasar bangunan masih
berupa tanah, belum di cor (kedap air) serta rumah genset belum dilengkapi dengan oil trap.

b) PT MKP telah memiliki memiliki 2 (dua) personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi dalam
kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, yaitu
GANISPH Binhut atas nama :

- Wahyudi dengan No. Register : 03250024018 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH
No. 131025035 tanggal 17 Oktober 2025, masa berlaku penugasan s.d tanggal 23
September 2030 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No. 131482065970 tanggal 27
Oktober 2025, masa berlaku penempatan s.d tanggal 23 September 2030 dan memiliki
Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 0001090 2025;

- Kukuh Sumintar dengan No. Register : 03250024019 sesuai Persetujuan Penugasan
GANISPH No. 131025034 tanggal 17 Oktober 2025, masa berlaku penugasan s.d tanggal
23 September 2030 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No. 130980610720 tanggal
27 Oktober 2025, masa berlaku penempatan s.d tanggal 23 September 2030 dan memiliki
Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 0001091 2025.

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan B3, PT Mutiara Kalja Permai belum memiliki SDM yang
berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLBS3.

c. | Verifier
3.3.3

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk
pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai, namun namun
belum optimal, sehingga dampak lingkungan belum dapat dianalisis.

Halaman 27 dari 68




Lomie Akredtae! Ny osal

. LPVI-017-IDN F1-02.15 Rev.1
Nilai Kinerja (8/12)x100% = 66,67% (SEDANG)
Indikator 3.3
4. | Indikator | : | Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang
3.4 (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
a. | Verifier . | Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
3.4.1 punah dan endemik di areal PBPH
Bobot S
NILAI : | SEDANG
Uraian : | PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan
Singkat fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai
Justifikasi | | dokumen: o N _
a. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-11, Revisi: 02, Terbit: 29 Oktober 2025.
b. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-14, Revisi: 02, Terbit: 29 Oktober 2025.
Prosedur ldentifikasi Flora dan Fauna telah mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi
terbaru, namun demikian isi dalam SOP dinilai masih kurang diantaranya yaitu :
- Belum menjelaskan teknis metode inventarisasi flora meliputi pengambilan data pada tingkat
semai, pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H') dari hasil Kerapatan
Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR).
- Metode inventarisasi fauna yang dicantumkan sama persis dengan inventarisasi flora dan
belum menjelaskan teknis metode inventarisasi fauna (perjumpaan langsung, menggunakan
jalur transek dll).
- Dalam prosedur belum menjelaskan terkait metode pengambilan data fauna (inventarisasi
fauna) belum menjelaskan secara teknis kegiatan pengambilan data dari masing-masing kelas
seperti mamalia, aves/burung, reptilia, dIl.
b. | Verifier . | Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
3.4.2 punah dan endemik di areal PBPH
Bobot D2
NILAI . | SEDANG
Uraian . | Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum
Singkat dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur.
Justifikasi
c. | Verifier . | Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
343 terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot D2
NILAI . | SEDANG
Uraian : | Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang
Singkat dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Mutiara Kalja
Justifikasi Permai, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil identifikasi flora dan
fauna yang dilindungi oleh PT Mutiara Kalja Permai belum sepenuhnya sesuai prosedur dan status
perlindungan pada hasil identifikasi masih menggunakan acuan referensi lama serta tidak didukung
dengan rekaman yang memadai (foto/ video).
Nilai Kinerja (10/15) x 100% = 66,67% (SEDANG)
Indikator 3.4
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5. | Indikator Pengelolaan flora dan fauna untuk :
3.5 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang,
langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi
a. | Verifier Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
3.5.1 langka, jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora
Singkat dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Justifikasi sesuai dokumen :
a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-08, Revisi: 02, Terbit: 24 Oktober 2025.
b. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-09, Revisi: 02, Terbit; 24 Oktober 2025.
Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi
telah mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru.
b. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
3.5.2 punah dan endemik
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, namun
Singkat belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya.
Justifikasi b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal
PBPH PT Mutiara Kalja Permai, dan dilengkapi peta kerjanya.
c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Mutiara Kalja Permai belum sepenuhnya mengacu
pada ketentuan, diantaranya :
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa
liar
c. | Verifier Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan
3.5.3 habitatnya di areal PBPH
Bobot 2
NILAI : | SEDANG
Uraian . |a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai dapat
Singkat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar
Justifikasi seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas

secara illegal dll.
b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Mutiara Kalja Permai telah
memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai dengan Blok RKT
berjalan;

- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 13.076 Hektar, terdiri dari 1) Hutan
Lindung luas 5.334 Hektar; 2) Buffer Zone Hutan Lindung luas 3.936 Hektar; 3) Lereng E
luas 972 Hektar; 4) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) luas 197 Hektar; 5)
Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) luas 1.167 Hektar; 6) Kebun Benih luas 600
Hektar; dan 7) Sempadan Sungai luas 870 Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa
dilindungi;

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan dan
lahan, plang jenis-jenis flora & fauna dilindungi.
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- Pemasangan plang lintasan satwa pada beberapa titik di jalan mainroad.

Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan Desa Muara Belinau diperoleh informasi bahwa
masyarakat sekitar masih melakukan aktifitas perburuan di dalam areal PT MKP dan hasil
buruan yang didapat umumnya seperti babi, kijang dan rusa. Diverifikasi hasil buruan kijang dan
rusa termasuk satwa vyang dilindungi sesuai dengan PerMenLHK  Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam
areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai, dikarenakan masih adanya perburuan yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar hutan.

Nilai

Indikator 3.5

Kinerja (111 15) x 100% = 73,33% (SEDANG)

. |

Aspek SOSIAL

1.

Indikator 4.1

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja
termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam :

1. SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat (No.Dok. SO-4-12 Rev.1)
tanggal terbit 3 November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa
oleh Manager Camp, dan disetujui oleh Direktur Utama.

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.1) tanggal 3
November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager
Camp, dan disetujui oleh Direktur Utama

3. SOP Penentuan Batas Partisipatif (No.Dok. SO-4-03 Rev.1) tanggal 3 November
2025, dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp dan
disetujui oleh Direktur Utama

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang mencakup : Pengertian; Sasaran dan
tujuan; Dasar acuan; Penanggung jawab; Lokasi; Masukan yang dibutuhkan;
Hasil/Keluaran dan Prosedur kerja.

Hasil telaahan terhadap Prosedur PT Mutiara Kalja Permai telah mengacu pada
pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan.

PBPH PT MKP memiliki Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan deliniasi penandaan batas
wilayah masyarakat hukum adat/setempat, dan telah mengacu pada pedoman teknis
dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Verifier 4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
tertuang dalam :

1. Peta Pembagian Wilayah Adat Desa yang Berada di Areal IUPHHK-HA PT Mutiara
Kalja Permai skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di areal PT Mutiara Kalja
Permai skala 1 : 100.000, areal PT Mutiara Kalja Permai dengan luas + 65.875 Ha
terbagi dalam 4 (empat) Blok dengan rincian sebagai berikut :

a) Blok | : di Kecamatan Tabang masuk dalam wilayah adat Desa Tabang
Lama, Desa Muara Belinau dan Desa Muara Tiq dengan luas + 51.860
Ha.

b) Blok Il dan Ill : di Kecamatan Senyiur seluruhnya masuk wilayah adat
Desa Senyiur dan Mekar Baru dengan luas + 9.405 Ha.

c) Blok IV : di Kecamatan Muara Ancalong masuk wilayah adat Desa
Kelinjau seluas + 2.610 Ha.

2. Peta Batas Desa di areal IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT
Mutiara Kalja Permai skala 1 : 100.000, sampai saat ini PT MKP masih beroperasi
di Blok | dan sebagian besar areal PT MKP masuk wilayah desa Muara Tig, Muara
Belinau dan Tabang Lama Kec. Tabang

3. RKUPH PBPH Periode 2013 - 2022 atas nama PT MKP sesuai dengan SK. Nomor
: SK.49/BUHA12/2013 tanggal 19 November 2013, dalam dokumen tersebut
terdapat informasi rencana kegiatan kelola sosial dan desa-desa yang ada di sekitar
areal PT MKP.

4. Revisi RKUPH PT MKP periode tahun 2023 - 2032, sesuai SK. KemenLHK Nomor
: 8099 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, dalam dokumen tersebut terdapat informasi
tentang kegiatan sosial PT MKP pada periode 10 tahun kedepan.

5. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021, 2022, dan 2025
yang telah disahkan secara self approval. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai
rencana kelestarian fungsi sosial seperti kontribusi fee pembangunan desa, honor
perangkat desa, bantuan bahan bakar minyak, kontribusi operasional desa, dan
bantuan lainnya (desa sekitar PT MKP)

6. RKTPH Tahun 2020, 2023 dan 2024 tidak terbit karena alasan Covid dan harga
kayu yang rendah.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh
informasi bahwa tidak terdapat kegiatan pemanfaatan lahan (kebun atau ladang) oleh
masyarakat sekitar di dalam areal PT Mutiara Kalja Permai, hal ini dikarenakan areal PT
Mutiara Kalja Permai lokasinya cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan
aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal sekitar 38 KM.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik tanggal 2
Desember 2025 dan wawancara secara langsung dengan Sekdes Muara Belinau (Bpk.
Wardoyo), Kades Tabang Lama (Bpk. Joko Suharjo) dan Sekdes Kampung Baru ( Bpk
Daud), diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar sebagian masih tergantung pada
SDH/SDA seperti : berburu, mencari rotan (untuk keperluan sendiri), mencari emas dan
mencari sarang burung walet di areal PT Mutiara Kalja Permai, akan tetapi PT Mutiara
Kalja Permai belum melakukan identifikasi dan penandaan dilapangan lokasi tersebut.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rekaman yang berisi data dan
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan
prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.

c. | Verifier4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot

2

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT
Justifikasi g/lut.i;\r? Kalja Permai yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen sebagai
erikut:

1. Peta Pembagian Wilayah Adat Desa yang Berada di Areal IUPHHK-HA PT Mutiara
Kalja Permai skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di areal PT Mutiara Kalja
Permai skala 1 : 100.000, areal PT Mutiara Kalja Permai dengan luas + 65.875 Ha
terbagi dalam 4 (empat) Blok dengan rincian sebagai berikut :

a) Blok|: di Kecamatan Tabang masuk dalam wilayah adat Desa Tabang Lama,
Desa Muara Belinau dan Desa Muara Tiq dengan luas + 51.860 Ha.

b) Blok Il dan Il : di Kecamatan Senyiur seluruhnya masuk wilayah adat Desa
Senyiur dan Mekar Baru dengan luas + 9.405 Ha.

c) Blok IV : di Kecamatan Muara Ancalong masuk wilayah adat Desa Kelinjau
seluas +2.610 Ha

2. Peta Batas Desa di areal IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT
Mutiara Kalja Permai skala 1 : 100.000, sampai saat ini PT Mutiara Kalja Permai
masih beroperasi di Blok | dan secara Administrasi Blok | berada wilayah Desa
Tabang Lama, Muara Belinau dan Muara Tiq. Batas Desa telah dibuat di peta
merupakan batas sementara (sebagai dasar untuk pembagian fee kompensasi),
sedang batas partisipatif di lapangan belum dilakukan penandaan batasnya
karena masih belum ada kesepakatan batas antar desa.

3. PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penataan batas arealnya (batas
luar) dan namun belum temu gelang, baru mencapai 87,32 % (221,91 km dari total
batas 254,32 km).

Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT Mutiara Kalja Permai telah

melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, dan untuk batasnya antar

desa di lapangan mengacu pada hasil kesepakatan masyarakat yaitu batas alam (sungai
dan pematang) sebagai dasar dalam pembagian fee produksi, sedang di lapangan
masih belum dilakukan penataan batas secara partisipatif.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan deliniasi terhadap batas wilayah antar

desa yang berada diarealnya dalam peta kerja, akan tetapi belum seluruhnya dilakukan

penandaan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan.
Nilai Kinerja (9/12)x100 % = 75,00 % (SEDANG)
Indikator 4.1

2. | Indikator 4.2

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik
yang sistematis dan terukur

a. | Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode Sertfikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen
Justifikasi terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :

1. Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021 (dibuat 30
November 2021), dalam laporan tersebut Potensi Konflik di Mutiara Kalja Permai
ada 3 macam kasus yaitu : Batas antar desa (belum sepakat), aktivitas masyarakat
di dalam hutan (masuk wilayah desa lain) dan Pemanfaatan DAS Belayan
(melewati wilayah desa lain).

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai
Semester 1 Tahun 2022 (sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V
PermenLHK P.8 Tahun 2021), status potensi konflik 42,83 % (dengan status
TERKENDALI), telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim terdapat
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bukti tanda terima (tanggal 3 Agustus 2022, sedang bukti tanda terima BPHL Wil.
Xl tidak ada tanda terima

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai
Semester 2 Tahun 2022 (berdasar Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V
PermenLHK P.8 Tahun 2021), status potensi konflik 42,85 % - 44,57 % (dengan
status TERKENDALI), telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim
terdapat bukti tanda terima (tanggal 10 Januari 2023), sedang bukti tanda terima
BPHL Wil. X tidak ada tanda terima

4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai
Semester 1 Tahun 2025 (sesuai lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), status
potensi konflik 40.00 % - 4514 % (dengan status TERKENDALI), telah
disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim terdapat bukti tanda terima
(tanggal 21 Agustus 2025), namun bukti tanda terima BPHL Wil. XlIl tidak ada.

Hasil Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai, potensi konflik yang
ada meliputi:
a) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di sekitar areal kerja PT
Mutiara Kalja Permai (madu, rotan, sarang burung, gaharu)
b)  Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di sekitar areal kerja PT Mutiara Kalja

Permai

c) Perladangan Masyarakat disekitar/diluar areal kerja PT Mutiara Kalja
Permai

d)  Perburuan Satwa oleh masyarakat disekitar areal kerja PT Mutiara Kalja
Permai

e) Penambangan emas tradisional oleh masyarakat sekitar

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik berdasarkan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V PermenLHK Nomor ;
P. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang
PBPH, akan tetapi tidak lengkap dan hanya disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov.
Kaltim sedang ke BPHL Wil. XIll Samarinda tidak terdapat bukti tanda terima.

b. | Verifier4.2.2

Tersedia Mekanisme resolusi konflik

Bobot 1

NILAI SEDANG

Urai.a.n Sipgkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada
Justifikasi di arealnya tertuang dalam :

1) SPO Penyelasaian Konflik Dengan Masyarakat (No.Dok. SO-4-05 Rev.0) tanggal
terbit 14 Desember 2017, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K.,
dan disetujui oleh Direktur.

2)  SOP Resolusi Konflik (No.Dok. SO-4-15 Rev.0) tanggal terbit 7 November 2025,
dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp, dan disetujui
oleh Direktur Utama.

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang mencakup : Pengertian; Tujuan;
Penanggung jawab dan referensi; Lokasi kegiatan; Pemetaan potensi konflik;
Daata/Masukan; Hasil/Keluaran; Prosedur kerja.

Hasil telaahan terhadap SOP Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai yang ada sudah
mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor : P.5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemetaan
Potensi Konflik pada pemegang IUPHHK Hutan Produksi dan PermenLHK P.8 Tahun
2021 (lampiran V).

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Kelola Sosial tidak
ditemukan bukti rekaman sosialisasi prosedur kepada masyarakat sekitar areal.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah
mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati
oleh para pihak.
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c. | Verifier4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
Bobot 1
NILAI SEDANG
Urai.a.n Sihgkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang
Justifikasi didukung dengan pendanaan sebagai berikut :
a)  Surat Keputusan Direktur Utama No. 04/MKP/SMD-Dir/VIl/2019 tanggal 29 Juli
2019 tentang penetapan struktur organisasi resolusi konflik PT Mutiara Kalja
Permai, dan tidak dilengkapi dengan Job Description.
b)  Surat Keputusan Direktur Utama No. SK.9.A/IMKP/SMD/V/2025 tanggal 11 Mei
2025 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Mutiara
Kalja Permai, dan telah dilengkapi dengan Job Description, (pada point
MEMPERHATIKAN seharusnya berdasarkan PermeLHK Nomor : P.8 tahun 2021)
c) Dalam hal pendanaan resolusi konflik, PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun
Rencana Kerja Anggaran Resolusi Konflik sebagai berikut :
v' Tahun 2020, PT Mutiara Kalja Permai tidak membuat anggaran resolusi
konflik (tidak terbit RKT)
v" Tahun 2021, anggaran resolusi konflik untuk 3 kasus yag akan diselesaikan
dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
v Tahun 2022, anggaran resolusi konflik untuk 3 kasus yag akan diselesaikan
dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-
v' Tahun 2023 - 2024, tidak menyusun anggaran resolusi konflik (tidak terbit
RKT)
v Tahun 2025, anggaran resolusi konflik untuk 3 kasus yang akan diselesaikan
dengan anggaran sebesar Rp. 75.900.000,-
Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan
masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan
mengikutsertakan Kepala Desa, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat, serta mengikut
sertakan pihak Muspika.
PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang
melibatkan para pihak, dilengkapi dengan job description namun tidak lengkap dan
belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut
tahapan penyelesaian konflik.
d. | Verifier4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Pada periode audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai memiliki hasil
Justifikasi identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya meliputi :
1. Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021 dibuat 30
November 2021, ada 3 (tiga) kasus potensi konflik
2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT Mutiara Kalja
Permai Tahun 2022 dan sesuai Perdirien PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V
PermenLHK P.8 Tahun 2021
3. Rencana Anggaran untuk Resolusi Konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai
sebagai berikut :
a) Tahun 2020, PT Mutiara Kalja Permai tidak membuat anggaran resolusi konflik
(RKT tidak terbit)
b) Tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (untuk penyelesaian 3 kasus)
c) Tahun 2022 sebesar Rp. 7.500.000,-
d) Tahun 2023 - 2024 tidak menyusun anggaran resolusi konflik (RKT tidak terbit)
e) Tahun 2025 sebesar Rp. 75.900.000,-
PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki rencana resolusi konflik, berdasarkan hasil
identifikasi konflik status konflik di areal PT Mutiara Kalja Permai berada pada kondisi
rata-rata TERKENDALI/ RENDAH (score antara 40,00 % - 45,14 %).
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PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun sebagian rencana anggaran resolusi
konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, akan tetapi dalam penyusunan
rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.

e. | Verifier4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Pada periode Audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai telah
menyusun beberapa realisasi kronologis penanganan konflik yang ada di arealnya,
selama periode audit tidak ada konflik yang telah diselesaikan karena berdasarkan hasil
pemetaan konflik potensi konflik berada diluar areal PT Mutiara Kalja Permai (jalan
koridor KM 0 — KM 38).

Upaya yang telah dilakukan PT Mutiara Kalja Permai dalam penyelesaian konflik meliputi:
a) Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait operasional PT MKP
b) Himbauan kepada masyarakat terkait aktivitas masyarakat di areal PT MKP
c) Memberi pemahaman kepada masyarakat terkait Kawasan Lindung yang ada
di areal PT Mutiara Kalja Permai agar selalu dijaga dari gangguan.

Dalam upaya penyelesaian konflik PT Mutiara Kalja Permai selalu berkoordinasi dan
mengikutsertakan para pihak seperti : Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh
masyarakat dan Muspika setempat.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun realisasi kronologis penanganan konflik
berupa kegiatan Identifikasi, Patroli, sosialisasi dan perbaikan jalan desa binaan, akan
tetapi PT Mutiara Kalja Permai belum membuat laporan secara periodik setiap
semester (6 bulanan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang.

Nilai Kinerja
Indikator 4.2

(14/21)x100 % = 66,67 % (SEDANG)

3. | Indikator 4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil
antar para pihak

a. | Verifier 4.3.1

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan

SDH oleh pemegang PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
Justifikasi setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT

Mutiara Kalja Permai meliputi :

a) Peta Sebaran Desa sekitar IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai skala 1:100.000,
areal PT MKP Blok | berada di wilayah desa Muara Tig, Muara Belinau dan Tabang
Lama Kec. Tabang

b) Pemanfaatan Tenaga Kerja lokal Tahun 2021, 2022 dan 2025, tersedia
c) Kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee Produksi dan Kelola sosial lainnya

d) RKUPH PBPH Periode 2013 - 2022 an. PT MKP sesuai dengan SK. Nomor :
SK.49/BUHA12/2013 tanggal 19 November 2013, dalam dokumen tersebut
terdapat informasi rencana kegiatan kelola sosial dan desa-desa yang ada di
sekitar areal PT Mutiara Kalja Permai.

e) Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai periode tahun 2022 - 2023, sesuai SK.
KemenLHK Nomor : 8099 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, terdapat informasi
terkait kegiatan sosial pada periode 10 tahun
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RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan 2025, terdapat informasi
rencana dan realiasasi kegiatan operasional PT MKP Unit | tahun berjalan

g) BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan 2025
(sesuai kegiatannya), termasuk pembayaran Fee Produksi.

h)  Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit PT Mutiara Kalja Permai dengan warga
sekitar areal (ada 1 kontraktor)

i)  Belum tersedia dokumen/laporan terkait dampak sosial yang timbul akibat
kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai terhadap masyarakat sekitar areal.

i) Belum tersedia dokumen/laporan terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat
sekitar di areal PT Mutiara Kalja Permai (seperti mencari emas, berburu, mencari
rotan, madu dan lainnya)

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen/laporan, data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, namun terdapat
beberapa dokumen tidak tersedia/diperbaharui dalam lima tahun terakhir (terutama
informasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar lokasi aktifitas oleh masyarakat,
serta dampak sosial akibat kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai terhadap
masyarakat sekitar areal.

b. | Verifier 4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI BAIK

yraiiisingkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran
ustifikasi

serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dok. SO-4-01 Rev.1) tanggal terbit
5 November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager
Camp, dan disetujui oleh Direktur Utama

2. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No.Dok. SO-4-04 Rev.1) tanggal
terbit 5 November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager
Camp, disetujui oleh Direktur Utama

3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.1) tanggal 3
November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager Camp,
disetujui oleh Direktur Utama

4, SOP Pembayaran Dana Kompensasi (No. Dok. SO-4-15), dibuat oleh Prihatini
Hayati (Kabid Binhut dan Lingkungan), diperiksa oleh Yongki Kurniawan (Manager
Camp) dan disetujui Edi Triono (Direktur Utama), tanggal 14 September 2021

Prosedur yang ada memiliki sistimatika mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan;
dasar acuan; penanggung jawab; Lokasi; Masukan yang dibutuhkan; Hasil keluaran dan
Prosedur kerja.

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki prosedur/SOP terkait peningkatan
aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang
legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.

c. | Verifier 4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
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Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rencana yang memuat upaya
Justifikasi

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat tertuang dalam :

1. RKUPH PBPH Periode 2013 - 2022 an. PT Mutiara Kalja Permai sesuai dengan
SK. Nomor : SK.49/BUHA12/2013 tanggal 19 November 2013, dalam dokumen
tersebut terdapat informasi rencana kegiatan kelola sosial dan desa-desa yang ada
di sekitar areal PT Mutiara Kalja Permai.

2. Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai periode tahun 2023 - 2032, sesuai SK.
KemenLHK Nomor : 8099 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, pada dokumen tersbut
terdapat informasi tentang kegiatan sosial pada periode 10 tahun.

3. Tidak tersedia Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Mutiara
Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan 2025, sedang RKTPH Tahun 2020, 2023 dan
2024

4.  Rencana Operasional Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2020; 2021;
2022 dan 2025, sedang RO tahun 2023 dan 2024 tidak tersedia (tidak terbit RKT)

5. Kesepakatan terkait Fee kompensasi/ Dana pembangunan desa dan kegiatan
kelola sosial lainnya dengan desa binaan PT Mutiara Kalja Permai

6.  Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit antara PT Mutiara Kalja Permai dengan
masyarakat sekitar

Kesesuaian Rencana kelola sosial PT Mutiara Kalja Permai dalam RKUPH, RKTPH dan
RO/Realisasi kegiatan

RKUPH RKTPH RKTPH 2025 RO dan
2023-2032 2024 Realisasi
Desa binaan : Desa binaan : Desa binaan :
1. Kampung Baru - 1. Kampung Baru 1. M. Belinau
2. Sidomulyo 2. Sidomulyo 2. Kpg Baru

3. Umak Tukung 3. Umak Tukung

Pengembangan usaha masyarakat:

a. Kemitraan kehutanan | Tidak Tidak ada Tidak ada
bersama masyarakat | ada

b. Pengembangan Tidak Tidak ada Tidak ada
usaha produktif | ada
masyarakat (kompos,
perikanan, lebah
madu)

c. Kerjasama  dengan | Tidak Tidak ada Tidak ada
koperasi/BUMD ada

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja
Permai yang terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional
Kelola Sosial yang dilaksanakan pada tahun berjalan, belum sinkron/sesuai antara
rencana jangka panjang dalam RKUPH dengan rencana yang ada dalam RKTPH
maupun Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat kurang lengkap dan belum mengakomodir aspirasi masyarakat.

d. | Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot

2
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NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat PBPH PT Mutiara
Kalja Permai meliputi :

- Program peningkatan ekonomi dalam kegiatan sosial belum ada, atau 0 % ( kegiatan
kelola sosial berupa bantuan saja)

- Penyerapan Tenaga kerja lokal oleh PT Mutiara Kalja Permai :

a) Tahun 2021 sebesar 30,17 % (ada 35 orang dari 116 karyawan
b) Tahun 2022 sebesar 47,22 % ( ada 17 orang dari 36 karyawan)
c) Tahun 2025 sebesar 14,28 % (ada 4 orang dari 28 karyawan)

Rata-rata sebesar = 30,56 %

- Kontraktor Perakitan ada 1 (satu) kontraktor berasal dari lokal, atau 100 %
- Kemitraan dengan masyarakat/koperasi masih belum ada, atau sebesar 0 %
- Pembayaran Fee kompensasi dibayar sesuai kesepakatan.

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Mutiara Kalja
Permai sebesar:

(0+30,56+ 100 +0) % : 4 = 32,64 % (< 50 %)

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 32,64 % (< 50%) dari rencana, tersedia
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

(11/15)x100 % =73,33 % (SEDANG)

4. | Indikator 4.4

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

a. | Verifier4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan

lingkungan Pemegang PBPH
Bobot 2
NILA BAIK
h”a;?f;( Singkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumenflaporan hasil identifikasi kebutuhan
USTITIKasl

masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :

v' Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat Desa Muara Belinau dan
Tabang Lama (sesuai kesepakatan).

v/ Bantuan Dana Pembangunan Desa Tabang Lama dan Operasional Karang
Taruna Kec. Tabang

v’ Perbaikan jalan menuju desa binaan /jalan tani

v Bantuan Sosial Budaya & Keagamaan dan bantuan lainnya

v" Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum
komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan telah disepakati program prioritasnya.

b. | Verifier4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot

1

NILAI

BAIK
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Uraian Singkat
Justifikasi

Pada periode audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai memiliki
dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian
program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :

v Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Periode 2023 — 2032 (Tahun 2024)

v" RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan 2025, sedang RKTPH PT
Mutiara Kalja Permai Tahun 2020, 2023 & 2024, tidak tersedia (RKT tidak terbit)

v" Rencana Operasional Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan
2025, sedang RO Tahun 2020, 2023 dan 2024 tidak terdapat rencana kegiatan
kelola sosial (RKT tidak terbit)

v Kesepakatan terkait Fee Kompensasi/dana pembangunan desa dan kegiatan
kelola sosial lainnya dengan desa binaan

v Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit antara PT Mutiara Kalja Permai dengan
masyarakat sekitar

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan antara rencana
kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKUPH dan
RKTPH. Dalam RKUPH terdapat rencana kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan
kerjasama dengan koperasi desa, namun dalam RKTPH/RO tidak terdapat rencana
tersebut. Serta tahun 2020, 2023 & 2024 tidak tersedia rencana kegiatan kelola sosial
disebabkan tidak terbit RKT)

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saata
acara konsultasi publik tanggal 2 Desember 2025 dan wawancara langsung, diperoleh
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan
dan program tanggung jawab sosial dari PT Mutiara Kalja Permai, namun baru sebagian
yang telah diimplementasikan hanya 3 (tiga) tahun, sedangkan tahun 2020, 2023 dan 2024
tidak terbit RKT.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil
identifikasi.

c. | Verifier4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan

oleh pemegang PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Pada periode audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai memiliki
Justifikasi mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan

lingkungan antara lain :

a) SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dok. SO-4-01 Rev.1) tanggal terbit
5 November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager
Camp, dan disetujui oleh Direktur Utama

b)  SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No.Dok. SO-4-04 Rev.1) tanggal
terbit 5 November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager
Camp, disetujui oleh Direktur Utama

c) SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.1) tanggal 3
November 2025, dibuat oleh Kabag Binhut & Sosial, diperiksa oleh Manager Camp,
disetujui oleh Direktur Utama

d) SOP Pembayaran Dana Kompensasi (No. Dok. SO-4-15), dibuat oleh Prihatini
Hayati (Kabid Binhut dan Lingkungan), diperiksa oleh Yonki Kurniawan (Manager
Camp) dan disetujui Edi Triono (Direktur Utama), tanggal 14 September 2021

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan;
penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil kegiatan dan
waktu kegiatan.
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Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut belum dilengkapi dengan
referensi/acuan peraturan yang terbaru serta belum mengakomodir implementasi
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar seperti
. pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan atau kerjasama dengan
koperasi sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program
prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum
lengkap.

d. | Verifier4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan

oleh pemegang PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Pada periode audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai telah
Justifikasi melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :

1. BA Sosialisasi Visi dan Misi, RKT Tahun 2021, Batas Areal Kerja, CSR dan
Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Muara Belinau dan Desa Tabang
Lama pada tanggal 13 April 2021 (dihadiri 25 orang)

2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2025, Batas Areal Kerja dan Kawasan
Lindung Kepada Masyarakat Desa Muara Muara Belinau tanggal 18 Juni 2022
yang dihadiri oleh 5 orang (wakil dari masyarakat)

3. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2025, Batas Areal Kerja dan Kawasan
Lindung Kepada Masyarakat Desa Tabang Lama tanggal 22 Juni 2022 yang
dihadiri oleh 6 orang (wakil dari masyarakat)

4.  Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2025, Batas Areal Kerja dan Kawasan
Lindung Kepada Masyarakat Desa Tabang Lama tanggal 27 Oktober 2025 yang
dihadiri oleh 8 orang (wakil dari masyarakat)

5. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2025, Batas Areal Kerja dan Kawasan
Lindung Kepada Masyarakat Desa Muara Muara Belinau tanggal 27 Oktober 2025
yang dihadiri oleh 26 orang (wakil dari masyarakat)

6.  Sosialisasi Tahun 2020, 2023 dan 2024, tidak tersedia karena tidak ada RKT (tidak
terbit)

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik dan
wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, namun tidak dilakukan secara
rutin serta belum disampaikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
PT Mutiara Kalja Permai kepada masing-masing desa binaan.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tersedia
sebagian bukti proses, serta hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap (tahun
2020, 2023 dan 2024 tidak ada kegiatan operasional).

Rekapitulasi Sosialisasi PT MKP kepada desa sekitar

Desa 2020 2021 2022 2023 2024 | 2025
Muara Belinau - \ \ - - \
Tabang Lama - \ V - - \
Kpg. Baru - - - - - V

Note : desa binaan berdasarkan dokumen RKU dan RKT
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e. | Verifier4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Pada periode Audit Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai memiliki
rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial sebagai berikut :

Rencana dan realisasi kegiatan kelola sosial PT Mutiara Kalja Permai tahun 2020 — 2025

No. | Tahun

Rencana

Realisasi

%

Keterangan

2020

(Rp.)
0

(Rp.)
0

0

Tidak ada RKT

2021%)

574.500.000

456.567.680

79,47

2022%)

744.500.000

721.654.280

96.93

2023

0

0

0

2024

0

0

0

Tidak terbit RKT

DB WIN|[—

2025 )

184.000.000

104.000.000

56,52

sd. Juni 2025

Jumlah

1.503.000.000

1.282.221.960

Rata-rata
Note : termasuk fee kompensasi produksi

38,82

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan belum seluruhnya dilaporkan
ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim terdapat bukti tanda terima).

« Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2021, 2022 dan 2025

meliputi :

a) Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat Desa Muara Belinau dan
Tabang Lama (sesuai kesepakatan)

b)  Bantuan Dana Pembangunan Desa Tabang Lama dan Operasional Karang
Taruna Kec. Tabang

c)  Honor Aparat Pemerintah/Adat Desa Muara Belinau (5 orang), Tabang Lama
(10 orang) dan Kampung Baru (5 orang)

d)  Perbaikan jalan menuju desa binaan/jalan tani

e) Bantuan kegamaan dan HUT R

f)  Kerjasama Perakitan & Penarikan rakit dengan masyarakat (ada 1 kontraktor)

g) Pemanfaatan tenaga kerja lokal rata-rata 30,56 %

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Mutiara Kalja Permai tahun 2020 - 2025,
rata-rata sebesar 38,82 %, kegiatan kelola sosial sebagian besar berupa fee
kompensasi dan bantuan dana operasional desa, belum ada kegiatan terkait peningkatan
ekonomi produktif sesuai yang ada dalam dokumen RKUPH (kerjasama kemitraan dan
kerjasama dengan koperasi/BUMD)

PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun laporan realisasi kegiatan kelola sosial
yang dibuat setiap semester, dan sebagian telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

(19/24) x 100 % = 79,16 % (SEDANG)

5. | Indikator 4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja

a. | Verifier4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI BAIK

\lJJraie;T( Singkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap
ustifikasi

karyawannya tertuang dalam :
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e Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2021 — 2023 sebagai dasar hubungan
industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2430/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2021 tanggal 21
Juli 2021 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 18 Juli 2023), terdapat bukti
sosialisasi PP kepada karyawan (tanggal 23 Agustus 2021 dengan peserta 13
orang)

e Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025 — 2027 sebagai dasar hubungan
industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: 500.15.12.1/6785/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2025 tanggal
28 Oktober 2025 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 20 Oktober 2027), terdapat
bukti sosialisasi PP kepada karyawan (tanggal 26 Oktober 2025 dengan peserta
12 orang).

e  Surat Edaran Dirut PT Mutiara Kalja Permai No. 01/SE/MKP-Dirut/V1l/2015 tanggal
1 Januari 2015 tentang Pekerja/Buruh diberi Kebebasan untuk mendirikan/
membentuk serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku

e  Surat Edaran Dirut PT Mutiara Kalja Permai No. 15/SE/MKP/SMD/XI1/2025 tanggal
25 November 2025 tentang Kebebasan kepada karyawan untuk mendirikan/
membentuk serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku

e PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Hubungan Industrial (No. Dok. SO-
6-07) tanggal terbit 21 April 2025, yang mengatur hubungan antara karyawan dan
perusahaan

e  PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki lembaga LKS Bipartit yang didaftarkan ke
Disnaker Kota Samarinda dengan surat permohonan pencatatan nomor :
23/MKP/SMD/XI/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Tanda Bukti Pencatatan
LKS Bipartit PT MKP.

e  PBPH PT Mutiara Kalja Permai telah menjadi anggota APHI dengan nomor peserta
: 236, status aktif

e PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan
tahun 2024, yang disampaikan kepada instansi terkait (bukti tanda terima pada
tanggal 22 Januari 2025) dan Tahun 2025 disampaikan kepada instansi terkait
(bukti tanda terima pada tanggal 21 November 2025)

e Terdapat contoh SPK karyawan PT Mutiara Kalja Permai an. Yeptanus Ingan
(PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

e Tidak ada karyawan dibawah umur (kurang dari 18 tahun) dimana karyawan
termuda an. RANGGA RAHARDJA ADISAPUTRA pada saat masuk kerja
berumur 19 tahun dan 7 bulan.

e  Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Mutiara Kalja Permai (an. Giovani dan
Deki), diperoleh informasi bahwa PT MKP memiliki dokumen sarana hubungan industrial
yang legal & lengkap, dan telah diimplementasikannya.

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen terkait sarana hubungan industrial
yang legal, akan tetapi telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang disepakati.

b. | Verifier4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraif'a.n Si.ngkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang
Justifikasi dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja Permai Periode Tahun

2025 - 2027, Bab VI Pasal 21 (Penilaian Prestasi Kerja)
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Rincian implementasi jenjang karir PT Mutiara Kalja Permai sebagai berikut :
Tahun 2021 :

v Terdapat implementasi jenjang karir berupa perubahan status karyawan dari Harian
menjadi karyawan Tetap (PKWT)

Tahun 2022 :

v Terdapatimplementasi jenjang karir berupa perubahan status karyawan dari Harian
menjadi karyawan Tetap (PKWT)

Tahun 2023 dan 2024 :

v' Tidak ada implementasi jenjang karir, proses penyusunan Revisi RKUPH dan
RKTPH, perusahaan baru beroperasi kembali pada bulan September 2024 setelh
sebelumnya tidak operasi

Tahun 2025 :

v' SK Manager Camp Nomor : 17/BC/IV/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang
promosi karyawan an. Giofani Desfianda Akbar menjadi Kasi Pemanenan

Telahaan terhadap struktur organisasi PT Mutiara Kalja Permai, masih ditemukan
perangkapan jabatan oleh satu orang dan masih terdapat kekurangan Ganis Kurpet
dan Ganis Nenhut.

Karyawan PT Mutiara Kalja Permai sebagian besar berstatus sebagai karyawan kontrak
(PKWT)

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai memiliki
kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan,
sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian pada perubahan status dari Harian
menjadi PKWT, serta masih ditemukan perangkapan jabatan.

Implementasi peningkatan jenjang karir PT Mutiara Kalja Permai:

«» Promosi Karyawan PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2020 - 2025

Tahun | Nama Jabatan Jabatan Keterangan
lama promosi

2020 - - - Tidak ada RKT/
operasional

2021 1 Harian Tetap Baru mulai kerja
kembali

2022 2 Harian Tetap Perubahan status

2023 - - - Tidak ada RKT

2024 - - -

2025 Gifani DA | Crew Kasi 17 Oktober 2025

Pemanenan

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai memiliki
kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan,
sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian (50 %) pada perubahan status karyawan
dari Harian menjadi PKWT, serta masih ditemukan perangkapan jabatan.

Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot 2

NILAI SEDANG

\LJJra:?'T( Silngkat PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki mekanisme terkait Pengembangan kompetensi
ustifikasi

SDM untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan
(PP) PT MKP Periode Tahun 2025 - 2027, Bab VI Pasal 22 (Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia)
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PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki rencana dan realisasi pengembangan
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, sebagai
berikut :

1. Tahun 2020, tidak RKT (Covid)
2. Tahun 2021, rencana 8 orang dan realisasi 16 orang, atau mencapai 200 %

(realsasi berbeda dengan yang direncanakan)

Tahun 2022, rencana 40 orang dan realisasi 40 orang, atau mencapai 100 %
Tahun 2023, tidak ada RKT

Tahun 2024, tidak ada RKT

Tahun 2025, rencana 24 orang dan realisasi 17 orang, atau mencapai 70,83 %

S

Berdasarkan uraian tersebut PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi,
untuk tahun 2020 - 2025, dengan rata - rata 61,80 %

PBPH PT Mutiara Kalja Permai memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk
pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan terealisasi rata-
rata sebesar 61,80 %, akan tetapi masih terdapat kekurangan Ganis Kurpet dan
Nenhut, dan pelatihan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

d. | Verifier4.5.4

Pemenuhan hak — hak kesejahtraan karyawan

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat Kebijakan PT Mutiara Kalja Permai dan pemenuhan terhadap hak-hak kesejahteraan
Justifikasi karyawannya meliputi :

a)  Peraturan perusahaan PT Mutiara Kalja Permai periode 2025 - 2027, Bab VII-VIII
Pasal 23 - 29

b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.838 /2023 tanggal 30
November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2024, sebesar Rp 3.536.506,28.

c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.557 /2024 tanggal 15
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025, sebesar Rp 3.766.379,19.

d) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an.Giofani Desfianda Akbar, gaji yang
diterima karyawan dan tunjangan lainnya diatas UMK Kah. Kutai Kartanegara
yang berlaku, serta pembayaran lancar setiap akhir bulan.

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2025 sebesar Rp.
9.095.310,- dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp.11.005.170,- contoh kartu BPJS
Ketenagakerjaan an. Saprani

f)  Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 1.952.332,-
dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp.2.162.332,-contoh kartu BPJS Kesehatan an.
Saprani

g) Surat Edaran Direktur Utama Nomor : 09/SE-MKPI-DIRUT/II/2024 tanggal 20
Februari 2024 tentang Kerjasama antara PT Mutiara Kalja Permai dengan
Puskesmas Tabang terkait pengobatan karyawannya.

h)  Kondisi Fasilitas kesejahteraan di PT Mutiara Kalja Permai Camp KM 56 (Camp
Gunung Botak), secara umum cukup memadai, kondisi kantor, mess
karyawan, kantin dan fasilitas lainnya cukup layak dan memadai, terkait
fasilitas kesehatan di Camp KM 56 tersedia Klinik Perusahaan dilengkapi 1 (satu)
orang Paramedis dan apabila perlu rujukan dirujuk di Puskesmas yang ada
Kecamatan Tabang (perjalanan 2 jam)

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. Giovani & Deki) dan bagian HRD PT
Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa, PT Mutiara Kalja Permai memiliki
kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya telah
diterapkan sesuai standar yang berlaku.
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Nilai Kinerja
Indikator 4.5

(15118 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK)

Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang
dicapai = 43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 68,25 % dengan perhitungan sebagai

berikut :
No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja Nilai Nilai Kinerja
Indikator Kematangan Indikator
Indikator Maksimal
1.1 Sedang 2 3
1.2 Buruk 1 3
1. PRASYARAT 1.3 Sedang 2 3
14 Baik 3 3
1.5 Sedang 2 3
2.1 Sedang 2 3
2.2 Sedang 2 3
2.3 Sedang 2 3
2. PRODUKSI 74 Sedang 5 3
2.5 Sedang 2 3
2.6 Sedang 2 3
3.1 Sedang 2 3
3.2 Sedang 2 3
3. EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
34 Sedang 2 3
3.5 Sedang 2 3
4.1 Sedang 2 3
4.2 Sedang 2 3
4. SOSIAL 4.3 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3
4.5 Baik 3 3
Jumlah 43 63
Total Nilai Kinerja Indikator PHL (43/63)x100% = 68,25 %
SEDANG
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4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

Prinsip 1.

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1. | Verifier 1.1.1.

Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

a.

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan yang dimiliki oleh
Justifikasi PT Mutiara Kalja Permai, maka diketahui bahwa keberadaan dokumen tersebut tersedia lengkap

sesuai dengan SK PBPH yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan
urutan penerbitan sebagai berikut :

1.

Terdapat SK IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.506/Menhut-11/2009
tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT
Mutiara Kalja Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas + 65.875 (Enam Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan
sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparmo SH. /NIP. 19500514 198303 1 001
yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. MS.
Kaban) ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2009.

Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja ljin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai (perpanjangan) di Kabupaten
Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas + 65.875 Ha Skala 1 : 250.000, yang
diterbitkan tanggal 3 September 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Ka'ban
dan distempel Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta Citra Satelit sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.1084/IPSDH/PSDH/ PCA01-03/B/08/2025 Tanggal 15
Agustus 2025 tentang Hasil Pemeriksaan Peta penafsiran Citra Satelit Area IPBPH, Liputan
tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 05 September 2019 Juli 2024, 28 Februari 2025, 24 Maret
2025 dan 03 Mei 2024, menjelaskan bahwa pada areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai terdapat
lokasi yang berada pada fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 3.217 Ha dan Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas 62.658 Ha dengan rincian sebagai berikut :

No Penutupan Lahan Fungs{Futan {Ha) AL ey
HL HPT (Ha) (%)

A BLOKI

1 Hutan lahan kering primer 2.249 36.561 38.810 71,98

2 Hutan lahan kering sekunder 0 9.694 9.694 17,98

3 Belukar 0 1.786 1.786 3,31

4 Semak 0 593 593 1,10

5 Tanah terbuka 0 33 33 0,06

6 Tertutup awan 73 2.930 3.003 5,57
JUMLAH 2322 51.598 53.920 100,00

B BLOK Il

1 Hutan lahan kering primer 891 6.709 7.600 99,24

2 Tertutup Awan 0 58 58 0,76
JUMLAH 891 6.768 7.658 100,00

c BLOK Il

1 Hutan lahan kering primer 0 716 716 44,44

2 Hutan lahan kering sekunder 0 896 896 55,56
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JUMLAH 0 1.612 1.612 100,00
D BLOK IV
1 Hutan lahan kering primer 4 2.671 2.676 99,64
2 Tertutup awan 0 10 10 0,36
JUMLAH 4 2,681 2.681 100,00
E BLOK I + BLOK Il + BLOK Ill + BLOK
v
1 Hutan lahan kering primer 3.144 46.658 49.802 75,60
2 Hutan lahan kering sekunder 0 10.590 10.590 16,08
3 Belukar 0 1.786 1.786 2,71
4 Semak 0 593 593 0,90
5 Lahan terbuka 0 33 33 0,05
6 Tertutup awan 73 2.998 3.07 4,66
JUMLAH 3.217 62.658 65.875 100,0

1.

Keberadaan dokumen legal pendirian PT Mutiara Kalja Permai lengkap dan hasil verifikasi
sebagai berikut :

Terdapat Akta pendirian PT Mutiara Kalja Permai No. 42 Tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I.
Wiardi, S.H. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
327/1989 tanggal 11 Februari 1989 ;

Terdapat Akta Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
perihal persetujuan penjualan saham. Terdapat dokumen surat berkop Kementerian Hukum
dan HAM nomor: AHU-11487.40.22.2014 tanggal 3 Juni 2014 yang ditujukan kepada Notaris
Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Mutiara Kalja Permai, ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum a/n
Dr. Aidir Amin Daud, DFM. (NIP. 19581120 198810 1 001). Surat tersebut menyatakan bahwa
Akta Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. telah diterima
dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum;

Terdapat Akta No. 30 Tanggal 20 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. perihal
pengikatan jual beli saham,;

Terdapat Akta perubahan (terakhir) No. 03 Tanggal 19 Maret 2025 oleh Notaris Lia Cittawan
Nanda Gunawan, S.H. di Samarinda;

Terdapat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : AHU-0023312.AH.01.02.TAHUN
2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mutiara Kalja Permai,
tertanggal 10 April 2025; dan pada lampiran SK tersebut tercantum Susunan Pengurus Perusahaan
sesuai dengan akta perubahan terakhir yaitu :

o Direktur Utama :Ir. H. Muhammad Saleh Selamat
o Direktur : Maya Zulfani

o Komisaris Utama  : Sik Rudy Wongso

o Komisaris : Djohan Tobing

Serta Susunan Kepemilikan Saham sebagai berikut :

o Sik Rudy Wongso : 2.550 lembar (Rp.2.550.000.000)
e Djohan Tobing : 7.500 lembar (Rp.7.500.000.000)
e Sik Rommy Wongso : 2.400 lembar (Rp.2.400.000.000)
o Sik Ronny Wongso : 2.550 lembar (Rp.2.550.000.000)
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5. Terdapat NPWP Nomor: 01.329.140.6-722.000 berkop Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a/n PT Mutiara Kalja Permai;

6. Terdapat Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13807KT/WPJ.14/ KP.0203/2014 berkop
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, ditandatangani oleh
Kepala seksi Pelayanan a/n Tangkas Simorangkir (NIP. 197510242002121002);

7. Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120001292589 yang ditetapkan tanggal
28 Februari 2019 yang terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS.

2. | Verifier1.1.1.b

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak
ada)

Nilai Not Applicable (N/A)
Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen Perubahan RKUPH periode 2023-2032 serta hasil wawancara
Justifikasi dengan MR (Bp. Ir. H. Muhammad Saleh Selamat), dapat diketahui bahwa pada areal kerja tidak

terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH, sehingga verifier 1.1.1.b tidak dapat
diterapkan atau Not Applicable (N/A)

Prinsip 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1 Verifier 2.1.1. a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan
lampiran- lampirannya.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Dokumen RKUPH

Berdasarkan verifikasi keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang, maka diketahui
bahwa PT MKP telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan telah
disahkan berdasarkan Keputusan Mnteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.4156/Menlhk-PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Persetujuan
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan
Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode
Tahun 2023-2032 atas nama PT Mutiara Kalja Permai di Provinsi Kalimantan Timur;

Dokumen RKUPH PT Mutiara Kalja Permai dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 100.000 yang
dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan (Ir. Kartobi/No.Reg.01210007206) diketahui oleh
Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai (Edi Triono, S.Hut) dan disetujui di Jakarta oleh a.n.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
(Dr.Ir.Agus Justianto/NIP. 19630807 199803 1.001).

Pada tahun 2024 PT Mutiara Kalja Permai telah mendapatkan SK Persetujuan Perubahan
RKUPH Peroode Tahun 2023-2032 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan Nomor : 8099 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, yang disetujui di Jakarta oleh a.n.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr.Ir.
Agus Justianto/NIP. 19630807 199803 1.001).

Pada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 terdapat Surat Pakta
Integritas yang dibuat di Samarinda tanggal 05 Februari 2024 oleh GanisPH Perencanaan
Hutan (Romdoni / No.Register 01230008376) dan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai
(Edi Triono, S.Hut)

Alasan PT Mutiara Kalja Permai mengajukan perubahan RKUPH Periode Tahun 2023-2032,
yaitu karena terdapat penambahan kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan
kegiatan antara lain :

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami
2. Jasa Lingkungan, meliputi :
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a. Penyimpanan dan penyerapan karbon;
b.  Pemulihan Lingkungan;
c. Perlindungan Keanekaragaman Hayati
3. Kemitraan kosesi pola Agroforestry, dengan jenis tanaman penghasil pangan, minyak
atsiri, getah, buah, biji, daun dan kulit.

Pengajuan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 tersebut sesuai dengan Surat
Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor 06/MKP/SMD 11112024 tanggal 5 Februari
2024 perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Usulan Perubahan RKUPH An. PT
Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2032 dan terakhir
sesuai Surat Nomor 10/MKP/SMD/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dan jawabannya sesuai
Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemenfaatan Hutan Nomor.S.86/PUPH/RKU/
HPL.01/B/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Arahan Perbaikan Usulan Perubahan
Rencana Kerja Usaha Pemenfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 atas nama PT Mutiara
Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Periode Tahun 2023-2032 PT
Mutiara Kalja Permai Skala 1 : 100.000 Luas Areal + 65.875 Ha, dibuat oleh GanisPH
Perencanaan Hutan (Romdoni / No.Register 01230008376); diketahui oleh Direktur Utama
PT Mutiara Kalja Permai (Edi Triono, S.Hut) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr.Ir. Agus Justianto/NIP.
19630807 199803 1.001).

Terdapat Penataan Areal Kerja atas Perubahan RKUPH atas nama PBPH PT Mutiara Kalja
Permai Periode Tahun 2023-2032, seperti pada Tabel berikut :

No. Penataan Areal Kerja Luas Ket
(Ha) (%)
A Kawasan Lindung 13.076 19,85
1 Hutan Lindung (HL) 5.334 8,10
2 Buffer Zone Hutan Lindung (BZ HL) 3.936 5.97
3 Lereng E 972 1,48
4 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 197 0,30
5 Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 1.167 1,77
4 Kebun Benih (KH) 600 0,91
5 Swakelola : 870 1,32
a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 870 1,32
1) Pemulihan Lingkungan 870 1,32
. Sempadan Sungai 870 1,32
2)  Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
B Areal Produksi 52.799 80,15
1 Swakelola 50.485 76,63
a. Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 50.485 76,63
1)  Berhutan dengan Sistem TPTI 50.485 76,63
e Areal Tebangan TPTI 49.885 75,73
. Calon Petak Ukur Permanen 400 0,61
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
1) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
c.  Petak Ukur Permanen (PUP) 200 0,30
2 Kemitraan Konsesi 1.802 2,74
a.  Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pola
Agroforestfy dengarj jenis tanaman p_(-?lnghasil 1802 274
Ela;"ntgan, minyak atsiri, getah, buah, biji, daun dan '
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3 Sarana Prasarana 512 0,78

Total 65.875 100.00

Sumber : Perubahan RKUPH-PBPH PT Mutiara Kalja Permai Periode 2023-2032

Pada Buku atau dokumen SK Perubahan RKUPH periode Tahun 2023-2032 atas nama PBPH
PT Mutiara Kalja Permai terdapat uraian ringkas terkait kegiatan di lapangan antara lain :

1. Penataan Areal Kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai seluas + 65.875 Ha terdiri atas
Kawasan Hutan Lindung seluas + 13.076 Ha dan Areal Produksi seluas + 52.799 Ha.

2. Jenis kegitan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan Pemanfaaatan Hasil
Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan
pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon), serta Kemitraan
kosesi;

3. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan system silvikultur TPTI dengan
ketentuan:

a. Etatluas maksimun + 15.135 Ha/10 tahun,
b. Etat volume maksimun sebesar + 407.911,20 m3/10 tahun,

c. Terget volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil Inventarisasi
Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling sebesar 100%.

d. Target luas dan volume tebangan yang diberikan dengan memperhatikan rata rata
realisasi RKUPHHK periode tahun 2013-2022 sebesar 25,14 % dan memperhatikan
faktor kinerja sebesar 35,14 % dari perhitungan etat volume berdasarkan IHMB.

Target volume tebangan tahunan yang diberikan Rencana sesuai SK Perubahan RKUPH-
PBPH periode tahun 2023-2032 adalah sebagai berikut :

No. | BIokRKTPH | Luas(Ha) Volume (m3) Taﬁf;e‘r’j‘;";g‘: 4d%"(;a3';t°’
1, X (2023) 1.287 35.972,08 12,640,590

2 XIl (2024) 1,545 46.77043 16.435,13

3. XIll (2025) 1.525 46.707,08 16.412,87
4 XIV (2026) 1497 36.823,30 12.939,71

5. XV (2027) 1431 38.975,55 13.696,01

6. XVI (2028) 1442 36.238,95 1273437

7. | xvioz) 1,658 4160821 14.621,13

8 | Xviil (2030) 1.700 43545,04 15.301,73

9. XIX (2031) 1,604 42.833,85 15.051,82

10 | xx(2032) 1.446 38.436,71 13.506,66

Jumlah: 15.135 407.911,20 143.339,99

4. Terdapat Rencana Penanaman Teknik SILIN seluas + 748 Ha selama 10 tahun atau
seluas £ 74,80 Ha/tahun dengan menggunakan jenis Meranti unggulan setempat antara
lain jenis Shorea leprosula, S.parvifolia, S.Johorensis, S. platyclados, S. macrophylla dan
S. Stenoptera daur 30 tahun;

5. Terdapat kegiatan pemulihan lingkungan pada areal seluas * 870 Ha berupa
pengayaan di LOA seluas * 161 Ha dan dan penanaman di non hutan seluas * 1
Ha dengan jenis unggulan setempat antara lain Shorea spp dan Tengkawang;

6. Terdapat kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon sesuai dengan Dokumen
Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh areal kerja;

7. Terdapat Penanaman pembangunan kemitraan konsesi pada areal non hutan berupa
kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan jenis antara lain tanaman
penghasil pangan, minyak atsiri, getah, buah, biji, daun dan kulit seluas * 1.802 Ha
dengan pola agroforestry;
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8. Kemitraan konsesi dilakukan dengan system agroforestry sesuai dengan kesepakatan
masyarakat yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)

2. | Verifier 2.1.2. b.

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, meliputi :

o Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar
isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan

o Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang.

o Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Dokumen RKUPH

Pada periode audit VLHH keberadaan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang
dimiliki oleh PT MKP tersedia lengkap dengan lampirannya sesuai hasil verifikasi pada
verifier 2.1.1.a, dan secara ringkas terdapat 2 (dua) SK Persetujuan yang diterbitkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait RKUPH Periode Tahun 2023-2032
An.PT Mutaira Kalimantan Permai, yaitu :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4156/Menlhk-
PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi
(RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode
Tahun 2023-2032 atas nama PT Mutiara Kalja Permai di Provinsi Kalimantan Timur;
dan

2. Kepetusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : 8099 Tahun
2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi
(RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode
Tahun 2023-2032 atas nama PT Mutiara Kalja Permai di Provinsi Kalimantan Timur

Dokumen RKTPH

Pada periode audit VLHH Sertifikasi Awal PT Mutiara Kalja Permai (Desember 2024 s/d
November 2025) hanya terdapat 1 (satu) dokumen yaitu RKTPH Tahun 2025 sesuai
Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor : SK .03/MKP/SMD/X/2025
tanggal 17 Oktober 2025 melalui aplikasi SIPASHUT, dan terdapat lampiran Peta RKTPH
Tahun 2025 Skala 1 : 50.000 yang bisa diambil pada barcode di halaman terakhir dari SK
Persetujuan RKTPH Tahun 2025.

dengan uraian sebagai berikut :

No. No. Jumlah Volume No. No. Jumlah Volume (M3)
Petak Pohon (M3) Petak Pohon
Target Blok/Petak TPTI RKTPH 2025
1 E6 101 250,21 11 H10 423 1.044,29
2 E7 423 1.044,44 12 H11 472 1.142,87
3 E8 435 1.067,56 13 H12 453 1.092,92
4 F6 238 584,38 14 H13 389 941,56
5 F7 354 893,24 15 H14 157 390,38
6 F8 425 1.063,21 16 H8 447 1.110,54
7 G10 338 840,03 17 H9 470 1.134,05
8 G7 192 467,50 18 J7 159 377,24
9 G8 a4 1.086,68 19 J8 259 629,87
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10 | 69 | 44 | 103786
Jumlah (1) 6.600 16.198,82
Target PWH dalam Blok RKTPH 2025
1 Jalan Utama (0 KM) 0 0
2 Jalan Cabang (7,2 KM) 680 190,49
Jumlah (Il) 680 190,49
Jumlah (I + ll)/Target Tebangan TPTI 7.280 16.389,31
GanisPH Canhut

Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan jangka pendek, yaitu RKTPH Tahun 2025 An
PBPH PT Mutiara Kalja Permai, serta lampiran Peta Areal Kerjanya, maka diketahui bahwa
penyusunan dokumen tersebut adalah GanisPH CANHUT yang berfungsi dalam kegiatan
perencanaan PBPH PT Mutiara Kalja Permai, bernama Danny Muliawan dengan Nomor
Register : 01220007326 sesuai Surat Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor : 130925025
dari BPHL Wilayah XI Samarinda pada tanggal 08 September 2025 (berlaku 04 Oktober 2027)
dan Surat Penempatan GanisPH Nomor : 139947104964 dari Direktur PT Mutiara Kalja
Permai (Ir.H.M.Saleh S) pada tanggal 19 September 2025 (berlaku s/d 04 Oktober 2027)

3 Verifier 2.2.1. a.

Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Sesuai dengan hasil audit verifier 2.1.1.a dan 2.1.2.a seperti diatas, maka diketahui bahwa
pada periode audit VLHH Kayu keberadaan dokumen RKTPH yang dimiliki PT Mutiara Kalja
Permai yaitu dokumen RKTPH Tahun 2025 saja, sehingga otomatis keberadaan dokumen
rekapitulasi LHC Blok RKTPH Tahun 2025 seluas 1.520 Ha yang terdiri dari 19 petak
tebangan TPTI seperti pada halaman SK RKTPH Tahun 2025, sebagai berikut :

P
N S T SN menujuBiok DalamBiok Limbah Total
Tanaman RKT RKT
N v N V N v N v v N v
Kaour 63100 [133983 |000/0,00/000 0 (6500 (207 X 69700 1621
2 |Nyatoh B[00 31113 00(0.00/000 (000 0 240 X 52 00 33
Kerung S8 0305 0 000/000 (00D (3800 2 00 29500 M0 53
& Bangirai 30 72338 0/000/000 |00 200 23 X 500 (17474
Rmbz
5 75 X 87 07 0 0 000 X 5 & 0O 224 X 3[8 23
Campuran
Mesand _ ~
5 $3400 (244857 0001000000 © (9800 (2781 000 3200 247638
Mesah
T Mesawa 7300 7053 X0 000000 ol 40 089 L <Rt 7142
8 | 221300 52 5 X X 0 |000 22600 6434 O 24500 5255350
Kuning
S |MeanliPush |171700 432 X 0,00/000 X (15500 £5% 000 383,00 | 4567 01
D MerantiBatn 15100 32655 0 !0.00/0.00 X 200 3% X %6300 39T

Jumizh €50000 1615582 000 000 000 000 68000 19045 000 728000 16.38831
Keterangan : Blok SILIN belum ada rencana kegiatan di RKTPH tahun 2025.

Terdapat Peta Penyebaran Pohon ITSP RKT PBPH Tahun 2025 Skala 1 : 1.000 yang dibuat
oleh GanisPH Perencanaan Hutan (Ir Kartobi / No.Reg. 01210007206) dan Berita Acara
Kegiatan ITSP Blok URKT 2025 PT MKP yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan
(Romdoni/ No.Register 01230008376) tanggal 22 Oktober 2024 di Base Camp Gn. Botak,
seluas 1.520 Ha dengan Volume 90.059,36 M3, dan data Rekapitulasi ITSP 100 % seperti
pada Tabel berikut :
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Hasil Observasi Lapangan :

Yy
-

T

Terdapat bukti atau tanda tanda pelaksanaan kegiatan Timber Cruising 100 % (ITSP) di
lapangan atau petak tebangan RKTPH Tahun 2025, yaitu penandaan batang pohon atau

tegakan alam pada setiap petak tebangan RKTPH 2025, dengan hasil sebagai berikut

1. Ditemukan penandaan pada setiap batang pohon yang akan ditebang untuk produksi
maupun pada pohon inti. Pada pohon yang akan ditebang diberi tanda menggunakan ID
Barcode yang terbuat dari plastik warna kuning dan label plastic ekolin warna merah,
sedangkan pada pohon inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning saja

dengan data/informasi yang diperlukan.

2. Datalinformasi yang dicantumkam pada label ecolin warna merah maupun warna kuning
pada pohon inti antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon,

jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan;

3. Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan

Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada
F7 dan E.6 yang setelah di cek pada peta penyebaran pohon Skala 1 : 1.000

petak

4. | Verifier 2.2.1. b.

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal

yang

boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Berdasarkan verifikasi dokumen Perubahan RKUPH Periode 2023-2032 yang disahkan pada
tahun 2024 maka diketahui bahwa Penataan Areal Kerja PBPH PT Multi Kalja Permai sudah
ditetapkan dan dipetakan sesuai dengan peruntukan kawasan yang terdiri dari 1) Kawasan

Lindung; dan 2) Areal Produksi, secara rinci lihat pada Tabel berikut :
Luas Ket
No. Penataan Areal Kerja
(Ha) (%)
A Kawasan Lindung 13.076 19,85
1 Hutan Lindung (HL) 5.334 8,10
2 Buffer Zone Hutan Lindung (BZ HL) 3.936 5.97
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3 Lereng E 972 1,48
4 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 197 0,30
5 Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 1.167 1,77
4 Kebun Benih (KH) 600 0,91
5 Swakelola : 870 1,32
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 870 1,32
3) Pemulihan Lingkungan 870 1,32
e  Sempadan Sungai 870 1,32
4)  Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
B Areal Produksi 52.799 80,15
1 Swakelola 50.485 76,63
a. Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 50.485 76,63
2)  Berhutan dengan Sistem TPTI 50.485 76,63
e Areal Tebangan TPTI 49.885 75,73
e Calon Petak Ukur Permanen 400 0,61
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
2)  Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
d.  Petak Ukur Permanen (PUP) 200 0,30
2 Kemitraan Konsesi 1.802 2,74
a.  Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pola
Agroforestry dengarj jenis tanaman pgnghasil 1802 274
pangan, minyak atsiri, getah, buah, biji, daun dan '
kulit
3 Sarana Prasarana 512 0,78
Total 65.875 100.00

Berdasarkan Tabel PAK PT Mutiara Kalja Permai diatas, maka pimpinan manajeme
menerbitkan Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai sesuai Surat
Keputusan Direktur PT Mutiara Kalja Permai Nomor: 13/MKP/SMD/XI/2025 tanggal 24
November 2025 seluas £ 13.076 Ha yang terdiri :

a) Kawasan Hutan Lindung seluas + 5.334 Ha

b) Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung seluas + 3.936 Ha

c) Kawasan Kebun Benih seluas + 600 Ha.

d) Kawasan Sempadan Sungai seluas + 870 Ha.

e) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas + 197 Ha.
f)  Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas £ 1.167 Ha
g) Lereng E seluas £ 972 Ha

Terdapat Peta RKTPH Tahun 2025 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Skala 1 : 50.000. Peta
dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan (Romdoni No. Register
01230008376); diketahui oleh Direktur Utama PT Mutiara kalja Permai (Ir. H.M. Saleh
Selamat), yang menggambarkan lokasi 1) Kawasan Lindung, berwarna merah dan lokasi
2) Areal Budidaya, berwarna kuning, sedang Blok dan Petak Tebangan yang termasuk
RKTPH Tahun 2025 selain berwarna kuning juga ber stempel perusahaan sebagai
pembeda dengan areal budidaya yang lain atau bukti blok/petak tebangan yang
disetujui.

Hasil Observasi Lapangan

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang boleh ditebang, yaitu
Blok/Petak RKTPH 2025 dan tanda batas areal yang tidak boleh ditebang, yaitu Sempadan
Sungai Marang yang melewati Blok/Petak tebangan RKTPH 2025, dengan uraian hasil
sebagai berikut :
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Koordinat
0°47'37,138" N
115°55'07,756" E

No Jenis Penandaan

1 Plang Sempadan
Sungai

Tanda di Lapangan
Ditemukan plang Kawasan Lindung
Sempadan Sungai Marang di KM 40
berwarna hijau dan tulisan putih
Ditemukan tanda cat warna biru pada
tiang kayu dan pohon ukuran pole
sebagai tanda sempadan sungai
Marang dengan jarak + 50 meter dari
tepi sungai

2 | Paltiang sempadan
sungai

0°47'37,138” N
115°55'07,756” E

5. | Verifier 2.2.1.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Terdapat dokumen Peta RKTPH Tahun 2025 PT MKP Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan
areal yang boleh ditebang di Blok/Petak Tebangan PT Mutiara Kalja Permai, dan sesuai hasil
observasi lapangan (seperti verifier 2.2.1.b), maka diketahui bahwa penandaan blok
tebangan/petak tebangan telah ditemukan di lapangan berupa plang nama, pal batas blok
(polet // (dua) cat merah) dan untuk batas petak ditemukan tanda polet / (satu) cat warna
merah

No Jenis Penandaan

1 | Plang Blok RKT 2025
(ada 2 plang)

Koordinat
0°49'52,0"N
115°56'17,6” E

(sesuai Peta RKT)

0°47°29,6 N
115°54'59,1 E
(sesuai Peta RKT)

Tanda di Lapangan
Ditemukan plang nama Blok Tebang
RKT Tahun 2025 PT MKP dari papan
kayu dengan cat dasar berwarna hijau
tulisan putih di KM 46.

Ditemukan plang nama Blok Tebang
RKT Tahun 2025 PT MKP dari papan
kayu dengan cat dasar berwarna hijau
tulisan putih di KM 39 yang
berbatasan dengan areal kerja PT
MKP Unit 1

Ditemukan pal batas petak yang
terbuat dari papan kayu berwama
hijau tulisan putih

Sesuai Peta RKT
(Avenza Maps)

2 Pal Batas Petak
(ada 5 batas)

6. | Verifier2.2.1.d

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Nilai

Not Applicable (N/A)

Ringkasan Justifikasi

Bahwa PBPH PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang PBPH untuk pemanfaatan kayu
hutan alam yang menerapkan sistem Silvikultur TPTI dan tidak menerapkan sistem Silvikultur
THPB pada areal kerjanya sehingga tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk
pembangunan HTI, sehingga verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable
(N/A)

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1 Verifier 3.1.1.a

Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Buku Ukur

Pada periode audit VLHH terdapat dokumen PUHH hasil kegiatan penebangan/produksi pada
blok/petak RKTPH Tahun 2025, dan realisasi dokumen Buku Ukur oleh PT Mutiara Kalja
Permai telah membuat/ menerbitkan buku ukur atas penebangan di Blok/Petak Tebangan
pada RKTPH berjalan di SIPUHH dengan total 5 set Buku Ukur dengan jumlah 179 batang

Halaman 55 dari 68




o
Komiie Akredtaet NoHosal

F1-02.15 Rev.1

dan volume 556,74 M3, dan semuanya dibuat pada bulan November 2025 (Tanggal. 19; 22
dan 27)

Laporan Hasil Produksi (LHP)

Selanjutnya data buku ukur yang terupload pada SIPUHH Online menjadi dasar penerbitan
LHP kayu alam, dan selama periode audit VLHH Kayu diketahui PT MKP telah menerbitkan
LHP sebanyak 4 set LHP kayu alam dengan jumlah 179 batang dan volume 556,74 M3,
dan semuanya dibuat pada tanggal 30 November 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. LHP-KBB Blok RKTPH 2025 sebanyak 86 batang / volume 532,66 M3;

2. LHP-KBB PWH Dalam Blok RKTPH 2025 sebanyak 3 batang / volume 2,91 M3;

3. LHP-KBS PWH Dalam Blok RKTPH 2025 sebanyak 8 batang / volume 5,22 M3;

4. LHP-KBK PWH Dalam Blok RKTPH 2025 sebanyak 82 batang / volume 15,95 M3
Penerbitan E-LHP sesuai dengan E- Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang
sama di TPn petak tebangan atau TPK Hutan KM 41 pada RKTPH 2025 artinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat penetapan TPn dan TPK Hutan (di KM 41) berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor : SK.04/MKP/SMD/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025
tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan
(TPK Hutan) Tahun 2025 PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai, yaitu terdapat 10 titik
lokasi TPn (TPn 1 s/d 10), masing masing TPn seluas 0,5 Ha dan TPK Hutan di KM 41 seluas
t1Ha;

Petugas Penerbit LHP pada RKTPH Tahun 2025 yaitu GanisPH PKB bernama Giofani
Desfianda Akbar dengan nomor register 23250024015 sesuai SK Persetujuan Penugasan
GanisPH dari BPHL Wilayah XI Nomor : 131025033 tanggal 17 Oktober 2025 dan berlaku s/d
23 September 2030 serta SK Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT Mutiara Kalja
Permai sebagai Penerbit LHP di TPK Hutan KM 41 dengan Nomor : 134195054819 (berlaku
terhitung tanggal 19 November 2024 s/d 23 September 2030)

Sarana dan Prasarana SIPUHH dan SIPNPB

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi
PBPH PT Mutiara Kalja Permai yaitu dijumpai diantaranya :

a Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH atas nama Basilius Sumardani sebagai
Kabag TUK yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai berdasarkan
SK Nomor: 11/KPTS/MKP/SMD/X1/2025, tanggal 20 November 2025;

b Pengangkatan Petugas Operator SIPNPB atas nama Prihartini Hayati Saleh, S.Hut,
yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai berdasarkan SK Nomor:
11/KPTS/MKP/SMD/XI/2025, tanggal 20 November 2025;

¢ Tersedia Laptop, Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang berada di Base
Camp PT Mutiara Kalja Permai.

Neraca Kayu Bulat

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai
selama periode audit Sertifikasi Awaal S-PHL (31 Desmber 2024 s/d 31 November 2025),
maka diketahui stok kayu bulat di TPK Hutan KM 41, TPK Antara Sei Pedohon dan TPK
Antara Ma. Belayan, diketahui seperti Tabel berikut :

Jumlah KB
No Uraian Stok
Batang Voume (M3)
1 Stok Awal per 31 Desember 2024
TPK Hutan KM 41 0 0
TPK Antara Sungai Pedohon 0 0
TPK Antara Muara Belayan 0 0
Total 0 0
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2 Penambahan LHP selama periode audit
LHP Bulan November 2025 179 556,74

Total Penambahan (2) 179 556,74

3 Pengurangan selama periode audit

. DKDS 93 24,08

a
b BAP Kayu Hilang/Tenggelam

G SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara Sei Pedohon

d  SKSHHK TPK Antara S.Pedohon ke TPK Antara
Ma.Belayan

€ SKSHHK TPK Antara S.Pedohon ke Industri

f  SKSHHK TPK Antara Ma. Belayan ke Industri

Total Pengurangan (a+b+c+d+e+f) 93 24,08
4 Stok TPK Hutan/TPK Antara
TPK Hutan KM 41 86 532,66
TPK Antara Sei Pedohon 0 0
TPK Antara Ma. Belayan 0 0
Total Stok Akhir Per 31 November 2025 86 532,66

Terdapat BA DKDS tertanggal 02 Desember 2025 yang dibuat oleh Giofani Desfianda Akbar
sebagai GanisPH PKB (No.Reg.23250024015) dan Diketahui oleh Manager Camp (Yonky
Kurniawan), dimana kayu bulat tersebut dipakai untuk mating dan gorong-gorong jalan
produksi.

Uji petik kesesuaian

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur atau kayu yang sudah di LHP kan dilakukan
terhadap sampel Tumpukan Kayu Tumbuh Alami di TPn Petak E6, F6 dan F7 dan atau TPK
Hutan KM 41 pada koordinat N 00°48'09" ; E 115°55'21,9" sebanyak 86 batang (100 %).
Dengan hasil uji petik sebagai berikut :

- Selisih Jumlah Batang - NIHIL

- Selisih Jenis Kayu Bulat Alam *NIHIL

- Selisih Pengukuran Volume Kayu : 11,23 M3 atau 2,06 %

2 | Verifier 3.1.2.a

Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
angkutan yang sah

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara

PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu seperti lokasi
TPn petak, TPK Hutan dan TPK Antara pada RKTPH Tahun 2025, sesuai dengan SK Direksi
tentang Penetapan TPn/TPK Hutan dan TPK Antara, sebagai berikut ;

Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalia Permai Nomor :
SK.04/MKP/SMD/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penetapan Tempat
Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) Tahun 2025
PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai, yaitu terdapat 10 titik lokasi TPn (TPn 1 s/d 10),
masing masing TPn seluas 0,5 Ha dan TPK Hutan di KM 41 seluas + 1 Ha;

Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor :
SK.05/MKP/SMD/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penetapan Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) Antara Sungai Pedohon PBPH PT Mutiara Kalja Permai, Kabupaten Kutai
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Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025; TPK Antara seluas + 2 Ha dengan
berkapasitas penumpukan kayu + 10.000 M3;

Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor :
SK.06/MKP/SMD/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penetapan Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) Antara Muara Belayan PBPH PT Mutiara Kalja Permai, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025; TPK Antara tersebut memiliki Izin
Pemenfaatan Garis Pantai ssuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :
A.36/AL.308/DJPL tanggal 9 Januari 2025 dan berlaku 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan.

Pada periode audit PT Mutiara Kalja Permai telah menunjuk GANISPH PKB sebagai penerbit
SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui SIGANISHUT, dengan rincian
sebagai berikut :

Pada periode audit PT Mutiara Kalja Permai telah menunjuk GANISPH PKB sebagai penerbit
SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui SIGANISHUT, dengan rincian
sebagai berikut :

a. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan KM 41; TPK Antara Sungai Pedohon; TPK
Antara Muara Belayan atas nama Hendri Roberto dengan No. Register : 23250024014
sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 131025036 tanggal 17 Oktober
2025, berlaku s.d 23 September 2030 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit
SKSHHK di TPK Hutan KM 41, TPK Antara Sungai Pedohon dan TPK Antara Muara
Belayan dengan Nomor : 133117388403 tanggal 20 November 2025, berlaku s.d 23
Oktober 2030;

b. Petugas P3KB di TPK Antara Sungai Pedohon dan TPK Antara Muara Belayan atas
nama Gazali Rachman dengan No. Register : 23250024013 sesuai SK Persetujuan
Penugasan GANISPH Nomor : 131025026 tanggal 15 Oktober 2025, berlaku s.d 23
November 2030 dan SK Penempatan GANISPH sebagai P3KB di TPK Antara Sungai
Pedohon dan TPK Antara Muara Belayan dengan Nomor : 134075972395 tanggal 20
November 2025, berlaku s.d 23 November 2030.

Penerbitan Dokumen SKSHHK

Pada periode audit VLHH diketahui PT Mutiara Kalja Permai belum menerbitkan dokumen
angkutan yang sah yaitu dokumen SKSHHK via SIPUHH Online, untuk melindungi kayu alam
keluar dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dan lanjutan ke Industri, sehingga realisasi
penggunaan dokumen SKSHHK masih NIHIL (Nol) baik yang diterbitkan di TPK Hutan
maupun TPK Antara Sungai Pedohon dan TPK Antara Muara Belayan.

Terdapat SOP Legalitas Kayu Bulat (Legal Logs) Nomor Dokumen : SO-2-03, tanggal terbit
17 Oktober 2025, yang menjadi pedoman PBPH yang memiliki Rencana penebangan atau
pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistim TPTI sesuai ketentuan atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8 Tahun 2021, Tanggal 1
April 2021, Bab 7 Penatausahaan Hasil Hutan, Lampiran 9 (Pedoman ITSP), Lampiran 18
(Format SKSHHK Kayu Bulat),
SOP Legalitas Kayu Bulat mengatur prosedure urutan kerja Penataan Usaha Hasil Hutan
(PUHH) yang meliputi :

. Prosedure Penandaan dan Pengukuran Kayu Bulat;
Prosedure Pembuatan Buku Ukur;
Prosedure Pembuatan LHP;
Prosedure Penerbitan SKSHHK di TPK Hutan;
Prosedure Penerbitan SKSHHK di TPK Antara.

—_
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3. | Verifier 3.1.3.a

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap stok kayu bulat yang masih berada di TPn
petak E6, F6 dan F7 dan atau TPK Hutan KM 41, yaitu sebanyak 86 batang dengan volume
532,66 M3

1. Nomor Urut Produksi tertulis di label plastic warna merah atau warna biru; dan
2. Label ID Barcode dari plastic warna kuning

Hasil Observasi Lapangan

Sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di TPK Hutan KM 41 dan TPK Antara

Sungai Pedohon maka diketahui bahwa stok kayu produksi dari Blok RKTPH Tahun 2025

berada di TPK Hutan KM 41 dengan jumlah 86 batang dengan volume 532,66 M3, sedang

stok kayu di TPK Antara Sungai Pedohon masih NIHIL.

Stok kayu bulat tersebut hasil produksi dari LHP No.01 bulan November 2025 yang memiliki

identitas di kedua bontos kayu bulat yaitu :

1. Label plastic warna biru atau merah yang memuat Nomor Urut Produksi dan Jenis Kayu;
dan

2. Label plastic ID Barcode warna kuning yang memuat Nomor ID Barcode, Logo
Kemeterian Kehutanan dan Nama Perusahaan (PT Mutiara Kalja Permai)

Terhadap stok kayu di TPK Hutan KM 41 tersebut diambil 19 batang untuk dicatat tanda
tanda PUHH (nomor urut produksi, ID Barcode dan Jenis Pohon) untuk dilakukan lacak balak
atau untuk mengetahui asal kayu dari nomor petak tebangan dan nomor pohon berapa ?.

Dari pengambilan sample 19 batang kayu bulat maka diketahui bahwa kayu bulat yang
memiliki tanda tanda PUHH/Barcode tersebut dapat dilkukan lacak balak hingga informasi
asal petak tebangan dan no pohon, seperti contoh berikit :

Identitas Bontos

»  No. ID Barcode :
1901A22MRKP0000000000128361

»  No. Produksi : 02

» Jenis : Meranti Merah

Hasil Ketelusuran

» No.Petak : F7

» No.Pohon :43

»  No.Buku Ukur:
03/BU/BIok/REG/MKPXI/2025, tanggal 22-

M AA T DT R v 11-2025
o 'tr' (ghaingetr SRTH L I »  No. LHP : 1/LHP-KBB-
=4 BLOK/REG/MKP/XI1/2025, tanggal 29-11-
2025

Hasil observasi di lapangan secara sampling telah diambil 11 tunggak pohon di petak
tebangan RKTPH Tahun 2025 yang menyebar antara lain, yaitu :

1. No. Petak E7 : 3 tunggak pohon;

2. No. Petak F6 : 3 tunggak pohon;

3. No. Petak F7 : 4 tunggak pohon.

Dan hasil ketelusuran dari 11 tunggak pohon tersebut dan stok kayu bulat di TPK Hutan KM
41, sehingga menujukkan bahwa kayu bulat berasal dari RKTPH Tahun 2025 PT MKP dapat
dilakukan lacak balak sampai dengan nomor petak dan nomor pohon timber cruising, dan
diketahui titik koordinat tunggak pohon, seperti contoh dibawah ini :
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Identitas Tunggak Pohon

»  Label ID Barcode
»  No. Barcode :
1901A22MRKP0000000000128361
»  Koordinat : 00°48'05.0" N;
115°55'11,8"E

> No.Petak : F7

> No.Pohon : 43

> No. Buku Ukur : 3/BU-
BLOK/REG/MKP/XI/2025, tanggal 22-11
2025

>  No.LHP: 1/LHP-KBB-
BLOK/REG/MKP/XI/2025, tanggal 29-
11-2025

4. | Verifier 3.2.1.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Pada periode audit VLHH terdapat dokumen kode biling PSDH dan DR tertanggal 30
November 2025 yang diterbitkan atas LHP kayu alam pada periode bulan November 2025
sebanyak 4 set LHP dengan produksi 179 batang dan volume 556,74 M3, dengan jumlah
PNBP sebagai berikut :

1. Tagihan PSDH sebesar Rp. 44.282.780,00

2. Tagihan DR sebesar Rp. 131.760.550,00

Pada periode audit VLHH PT MKP memiliki dokumen Bukti Penerimaan Negara untuk
pembayaran PSDH dan DR atas Tagihan PSDH dan DR atas penerbitan LHP pada periode
bulan November 2025, dan dokumen tersebut dilampiri Bukti Penerimaan Negara melalui
Bank Mandiri Cq. Kementerian Keuangan RI, dan bukti print out dari Bank Mandiri sebagai
bukti pembayaran yang sah per tanggal 01 Desember 2025

Total jumlah tagihan PSDH dan DR yang dibayar atau dilunasi yaitu sebesar :
1. PSDH sebesar Rp. 44.282.780,00
2. DR sebesar Rp. 131.760.550,00

Tidak terdapat dokumen Tagihan PSDH/DR maupun Bukti Pembayaran PSDH/DR yang
diterbitkan karena keterlambatan bayar PSDH/DR atau denda (bunga)

5. | Verifier 3.3.1.

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi
awal)

Nilai

NOT APPLICABLE (N/A)

Ringkasan Justifikasi

PBPH PT Mutiara Kalja Permai belum disyaratkan memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan
Lestari (S-PHL) dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas
dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya karena periode
audit VLHH adalah Sertifikasi Awal PHL, sehingga verifier 3.3.1. Not Applicable
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Prinsip 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

-

Verifier 4.1.1. Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen AMDAL, berupa Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak

Pengusahaan Hutan PT Mutiara Kaja Permai di Kabupaten DATI Il Kutai Propinsi Dati |
Kalimantan Timur tahun 1996. Dokumen disusun untuk luas areal 56.000 Ha berdasarkan
Kepmenhut No. 386/Kpts-11/1989. Dokumen AMDAL tersebut telah mendapatkan persetujuan
atau telah disahkan oleh Komisi AMDAL D Dokumen AMDAL tersebut disusun oleh konsultan
penyusun PT. Pramesti Graha Pakar Karya di Bogor. Dalam dokumen Lampiran telah
terdapat bukti penesahan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96
tanggal 13 Maret 1996.

Dokumen lainnya yang menyertai Laporan utama AMDAL adalah sebsgai berikut:

1. Buku lampiran yang berisi tentang hasil data analisis parameter-parameter penting, tabel
kualitas lingkungan, notulen perbaikan ANDAL, foto/dokumentasi serta biodata
penyusun.

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dengan judul Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Mutiara Kalja Permai DATI Il Kutai Propinsi
DATI | Kalimantan Timur, Luas Areal 56.000 Ha. Terbit pada Bulan Februari 1996.
Dokumen RKL tersebut telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor 35/DJ-
VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.

Laporan Utama dokumen AMDAL berisi tentang Pendahuluan, Metode Studi, Keadaaan
Umum Areal Kerja HPH dan Deskripsi Rencana Kegiatan, Rona Lingkungan, Prakiraan
Dampak Penting dan Evaluasi Dampak Penting.

Dari Laporan Utama AMDAL, perkiraan dampak penting yang timbul akibat kegiatan
pengelolaan HPH yang menjadi telaah Tim Penyusun adalah sebagai berikut (dalam daftar
isi) :

Dampak Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

Dampak Rencana Penebangan

Dampak Rencana Pembebasan

Dampak Rencana Pengadaan Bibit

Dampak Rencana Pengayaan

Dampak Rencana Penanaman

Dampak Rencana Pemeliharaan Tahap |

Dampak Rencana Pemeliharaan Lanjutan

Dampak Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Dampak Rencana Pengadaan Tenaga Kerja, serta

Dampak Rencana Pengadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Sosial.

—_——— =
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Selanjutnya, menjadi evaluasi dampak penting yang menjadi telaah Tim Penyusun adalah
sebagai berikut (dalam daftar isi) :

a) Kelestarian Fungsi Produksi

b) Kelestarian Fungsi Ekologi

c) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Sekitar

d) Kontribusi HPH terhadap Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2009 PT Mutiara Kalja Permai telah mendapatkan perpanjangan IUPHHK-HA
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3
September 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT MKP di Provinsi Kalimantan Timur dengan masa berlaku
keputusan selama 35 tahun vyaitu terhitung sejak 3 September 2009 dan berakhir pada
tanggal 3 September 2044 atas areal seluas * 65.875 Ha yang terdiri atas 4 (empat) blok.
Luas blok | adalah + 53.860 ha, blok Il + 7.775 ha, blok 1Il 1.630 ha dan blok IV + 2.610 ha.
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Sesuai surat arahan dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Timur Nomor : 660.2/788/B.1.2/DLH/2018 tanggal 4 Juni 2018, terkait dengan penambahan
luasan lahan usaha dan/ atau kegiatan PT MKP maka rencana perubahan luasan usaha dan/
atau kegiatan PT MKP maka rencan perubahan tersebut diindikasikan mengubah batas
wilayah studi dokumen lingkungan sebelumnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencan Usaha dan/ atau Kegiatan
yang Wajib memiliki Amdal, Lampiran I, bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari
hutan alam dengan semua besaran skala kegiatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki
Amdal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana usaha pemanfaatan hasil hutan dalam
hutan alam yang akan dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai wajib menyusun dokumen
Amdal baru.

PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2019 untuk luasan
mencakup * 65.875 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh
Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/I11/2020
tanggal 3 Maret 2020.

2. | Verifier 4.1.2. a.

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Terdapat dokumen RKL yang telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah
disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi AMDAL Dephut
nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.

Dokumen RKL PT Mutiara Kalja Permai berisi tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan
yang meliputi :

A. Kawasan Lindung:

1. Buffer Zone Hutan Lindung: pada bagian Utara Blok I, bagian Utara, Timur dan
Barat Blok I, Bagian Timur Blok Ill dan Bagian Selatan dan Barat Blok I11.

2. Areal Plasma Nuthfah

3. Sempadan Sungai dan Sekitar mata Air: 50M kiri kanan Sungai Belayan Hulu,
Sungai Matelai Kecil, Sungai Matelai besar di Blok I, Sungai Atan Hulu di Blok I.

4. Areal dengan Kemiringan < 40% dengan Luas areal 315 Ha di Blok |II.
B. Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi

1. Petak Ukur Permanen 24 Ha,

2. Tegakan benih 700 Ha,

3. Persemaian 5 Ha,

4. Sarana dan Prasarana: Jalan angkutan, TPn, TPK
C. Areal Efektif untuk Unit Produksi

1. Kegiatan PWH:

a. FErosivitas maksimum (negatif penting) yang diperkenankan untuk Jalan
angkutan, TPn, TPK dan base camp berturut-turut adalah: 100 Ton/Ha/Thn;
40 Ton/Ha/Thn; 50 Ton/Ha/Thn dan 75 Ton/Ha/Thn.

b. Sedimentasi (negatif tidak penting) atau ketebalan endapan di dasar sungai
maksimum adalah 25cm,

c. Kualitas air (negatif tidak penting): kekeruhan maksimum yang diperbolehkan
51 NTU, CO2 bebas 15 mg/lt BOD5 9 mg/It, COD5 11 mg/l.

d. Kelimpahan satwa liar (negatif penting) baik langsung maupun melalui tanda-
tandanya minimal 2 kali dalam satu jalr pengamatan.

2. Kegiatan Penebangan dan Penyaradan:
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a.  Sifat Fisik dan Kimia tanah (negatif penting) dilakukan penguijian.

b.  Erosivitas (negatif penting) dilakukan pemantauan, maksimum 24,
Ton/Ha/Thn

c.  Sedimentasi (negatif tidak penting), dilakukan pemantauan.

d.  Struktur dan potensi kayu (negatif penting) dengan tolok ukur struktur: semai
800 bibit/Ha, pancang 400 batang/Ha, Tiang 175 batang/Ha, pohon 20-29 cm
20 batang/Ha, pohon 30-39 ¢cm 14 batang/Ha, pohon 40-49 ¢cm 11 batang/Ha.

e.  Kelimpahan satwa liar (negatif penting) minimal 2 kali perjumpaan dalam satu
jalur pengamatan.

f.  Kelimpahan Nekton (negatif penting) tolok ukur ikan masih bisa dijala.

PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2019 untuk luasan
mencakup * 65.875 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh
Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/111/2020
tanggal 3 Maret 2020.

Dokumen RKL-RPL Tahun 2019 disusun oleh Konsultan pelaksana PT Peta Bumi Etam
dengan Registrasi Kompetensi No. 0058/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH dan beralamat di JI. M.
Yamin, Mall Lembuswana Blok A-1 Lt.3 Samarinda. Adapun susunan tim penyusun AMDAL,
yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Tim . Ir. Hariyanto
2. Anggota Tim : Sastro Wiaya, S.T.P.
3. Tenaga Ahli

a. Bidang Tanah  :Donny Dhonanto SP, M.Sc
b. Bidang Biologi : Ir. Suparjo, MP.

c. Bidang Sosial  :Misran, S.Sos

d. Bidang Kesmas : Dewi Syafitri, SKM

3. | Verifier 4.1.2. b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan
matrik

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

Sesuai dengan hasil verifikasi verifier 4.1.2.a terkait keberadaan dokumen RKL-RPL, maka
diketahui bahwa PT MKP memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun mengacu pada dokumen
ANDAL yang disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No.
503/1547/LINGK/DPMPTSP/I11/2020 tanggal 3 Maret 2020,

Pada audit penilikan ke-3 tahun 2022 diketahui PT Mutiara Kalja Permai telah membuat
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL- RPL) per semester
(semester Il Tahun 2020 dan Semester | tahun 2021), namun sesuai dengan informasi MR
bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 PT MKP tidak ada kegiatan operasional (produksi)
maka Laporan Pelaksanaan RKL - RPL untuk tahun 2023 dan 2024 tidak dibuat oleh auditi,
sehingga pada periode audit (Desember 2024 s/d November 2025) hanya terdapat Laporan
Semester RKL dan RPL Semester | Tahun 2025 (Januari s/d Juni 2025) sesuai bukti tanda
terima ELEKTRONIK (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Penngendalian
Lingkungan Hidup tertanggal 26 November 2025.

Terdapat Laporan RKL & RPL PT Mutiara Kalja Perma per Semester | Tahun 2025 (bulan
Januari - Juni 2025) yang dibuat oleh Wahyudi, S.Hut (Kasi Lingkungan dan Litbang) dan
Diketahui oleh Yonky Kurniawan (Manager Camp) secara umum tertuang di Bab Il. yang
terdiri dari : Pelaksanaan dan Evaluasi, yang meliputi :
A. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) terdiri dari

1. Tanah dan Erosi;
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Hidrologi;

Biologi;

Satwa Liar;

. Sosial Ekonomi;

encana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Fisik — Kimia;
Biologi;
Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya;
Komponen Sosial Ekonomi;

w
PO =D N

Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
1. | Verifier Pedoman/prosedur K3
51.1.a
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Pada periode audit VLHH (Desember 2024 s/d November 2025) terkait verifikasi keberadaan
Justifikasi dokumen pedoman atau prosedure K3 maka diketahui PT MKP memiliki beberapa dokumen K3,
sebagai berikut :
1. Terdapat dokumen SOP K3 yang dimiliki PT Mutiara Kalja Permai dengan No. Dokumen : SO-
5-01, Terbit tanggal 07 November 2025 sebanyak 15 halaman, dibuat oleh SIDI (Kabag Umum);
diperiksa oleh YONKY KURNIAWAN (Manager Camp); disetujui oleh Ir. H. Muhammad Saleh
Selamat;
2. Terdapat SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT.
Mutiara Kalja Permai sesuai SK Direktur Utama Nomor: 16/MKP/SMD/X1/2025 tanggal 25
November 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit |; Ir
H. Muhammad Saleh S, dengan susunan pengurus P2K3 sebagai berikut :
o Ketua : Yonky Kurniawan
o  Sekretaris  : Giofani Desfianda Akbar
o  Pelaksana Harian/Penanggung Jawab K3 : Syahrani
e Anggota : Wahyudi S.Hut; Saprani;
3. Terdapat dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT
Mutiara Kalja Permai, meliputi :
1)  Kegiatan memasak Dapur
2) Kegiatan di Persemaian
3) Kegiatan Skidding/Tarik Kayu
4) Kegiatan Penebangan (Chainsaw)
5) Kegiatan Pembuaatan Jalan
6) Kegiatan Pengangkatan Kayu Log
7)  Kegaiatan Pengangkutan Kayu Log
8) Operasional Genset
9) Kegiatan Instalasi Jalur Listrik
10) Pengelolaan Tabung Oksigen dan Acetylene
11) Kegiatan operasional Mesin Bubut
12) Kegiatan Pengelasan.
2. | Verifier Ketersediaan peralatan K3
51.1.b
Nilai MEMENUHI
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Ringkasan
Justifikasi

Terdapat dokumen peralatan K3 berupa Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pada PT Mutiara Kalja Permai per tanggal 30 November 2025 terdiri dari peralatan K3
berupa APD dan peralatan lainnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Adapun jumlah
peralatan K3 selama periode audit, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Jumlah Sapras Keterangan
No Sarana Prasarana Sat. Bulan . .
lalu Baru Komulatif Baik Rusak

1 Kotak P3K Buah 5 - 5 5
2 Topi Pengaman/ Helm Buah 30 - 30 30
3 Sarung Tangan Psg 30 - 30 30
4 Sepatu Safety/ Boots Psg 30 - 30 30
5 Kacamata Las Buah 2 - 2 2
6 Masker Buah 20 - 20 20
7 Tabung Pemadam Api Buah 4 - 4 4
8 Radio komunikasi Unit 4 - 4 4
9 Spanduk/ Himbauan Buah 8 - 8 8
10 Baju Rompi Safety Buah 30 - 30 30
1 Life Jacket/ Pelampung Buah 2 - 2 2

Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling
diantaranya :

» Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor,
Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan
sebagainnya.

» Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil
pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada
saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.

» Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang
ada di lapangan,

» Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelakaan.

» Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena
menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu
lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur.

Terdapat Surat Pernyataan Penggunaan Alat Pelindung Diri Secara Bersama - sama yang dibuat
oleh Penanggung jawab K3 PT Mutiara Kalja Permai (Syahrani) tanggal 28 November 2025 yang
ditujukan kepada seluruh anggota K3 agar penggunaan APD digunakan bersama sama secara
bergantian sesuai kegiatannya dan untuk tertibnya setelah selesai semua APD dikembalikan kepada
yang bertanggung jawab atas keutuhan APD dimaksud, yaitu :

Topi Pengamanan (Helm);
Baju Rompi Pengamanan;
Life Jacket (pelampung)
Radio Komunikasi (HT)
Kacamata Pengaman
Sepatu Safety/Bot

I i
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Verifier
51.1.¢c

Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Sesuai dengan informasi sesuai dengan informasi MR bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 PT
Mutiara Kalja Permai tidak ada kegiatan operasional di lapangan, maka Laporan Kecelakaan Kerja
PT Mutiara Kalja Permai bulanan selama periode audit VLHH tersedia lengkap yaitu dari bulan Juli
2024 s/d November 2025, dan pada Laporan Kecelakaan tersebut dibuat oleh Syaahrani
(Penanggung Jawab K3 PT MKP) dan Mengetahui, Manager Camp ( Yonky Kurniawan) sebagai
Ketua P2K3 PT Mutiara Kalja Permai.

Hasil verifikasi dokumen Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit VLHH (Desember 2024
s/d November 2025) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang ada di
kotak P3K yang berada di gudang Base Camp KM 58 dan apabila terdapat karyawan/pekerja yang
sakit berat dapat berobat ke Rumah Sakit di Kecamatan Tabang yang berjarak £ 60 Km dari Base
Camp KM 58 dan dapat ditempuh dalam waktu 2 jam.

Terdapat upaya auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain:

Tertib dalam Penggunaan APD saat bekerja.

2. Menyiapkan Kotak P3K dan obat-obatan untuk tindakan emergency apabila terjadi kecelakaan
kerja.

3. Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3.

Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat
berat.

Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama.

6. Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja pada saat baru bergabung dengan PT Mutiara Kalja
Permai;

7. Mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS.

Verifier
5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Di lingkungan karyawan PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan
telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan
bukti adanya Surat Edaran Nomor : SK.15/SE/MKP/SMD/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang
Pekerja/Buruh diberi kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi Serikat Pekerja/
Serikat Buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai; Ir. H.M Saleh Selamat

Hasil wawancara dari salah satu karyawan di lapangan, maka diketahui bahwa sebagian besar
karyawan di lapangan mengetahui bahwa karyawan di lapangan diberi kebebasan berserikat sesuai
dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Verifier
522

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PBPH PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit | tidak terdapat serikat pekerja
yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki
dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
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Pada periode audit VLHH diketahui PBPH PT. Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan periode tahun 2025 - 2027 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.15.12.1/6785/B.PHI &
JAMSOSTEK/2025 tanggal 28 Oktober 2025. Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai mulai
berlaku tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2027.

Peraturan Perusahaan PBPH PT Mutiara Kalja Permai terdiri atas 14 Bab dan 60 Pasal dengan
rincian sebagai berikut :

e Bab I. Ketentuan Umum (3 Pasal)

e Bab Il. Hubungan Kerja (6 Pasal)

e Bab Ill. Hak Karyawan dan Kewajiban Karyawan (4 Pasal)
e Bab IV. Larangan Bagi Karyawan (4 Pasal)

e BabV. Jabatan (3 Pasal)

e  Bab VI. Pengembangan Kemampuan Karyawan (2 Pasal)
e  Bab VII. Penggajian (3 Pasal)

e Bab VIIl. Kesejahteraan (4 Pasal)

e Bab IX. Waktu Kerja dan Jam Kerja (5 Pasal)

e Bab X. Cuti (6 Pasal)

e Bab XI. Sangsi (3 Pasal)

e  Bab XIl. Pemutusan Hubungan Kerja (16 pasal)

e Bab XIll. Keluh Kesah dan Perselisihan (1 pasal)

e Bab XIV. Penutup (1 Pasal)

6. | Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
5.2.3
Nilai MEMENUHI
Ringkasan PBPH PT. Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen daftar karyawan per bulan November 2025 yang
Justifikasi meliputi :

1. Daftar Karyawan PT Mutiara Kalja Permai sebanyak 29 orang, karyawan termuda yaitu Sdr.
Hendri R, lahir di Bilatalang tanggal 28 September 2002 dan masuk kerja tanggal 01 Januari
2024, atau berumur 22 tahun 4 bulan dan saat ini memiliki jabatan Kasi Pengangkutan ;

2. Daftar Karyawan Mitra Kerja (bagian produksi) PT Dwi Alam Makmur sebanyak 108 orang, dan
karyawan yang termuda yaitu bernama RANGGA RAHARDJA ADISAPUTRA yang lahir di
Sorong, tanggal 03 Maret 2006 dengan posisi/jabatan sebagai Operator Traktor (kontraktor PT
DAM), dan mulai masuk kerja pertanggal 1 Oktober 2024, pada usia 19 tahun 7 bulan

Berdasarkan daftar karyawan tersebut diatas maka diketahui bahwa dipastikan tidak terdapat
pekerja atau karyawan atau pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak
terdapat verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT Mutiara Kalja Permai,
dinilai MEMENUHI Standar VLHH.
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KESIMPULAN

PBPH PT Mutiara Kalja Permai dinilai LULUS audit Sertifikasi Awal PHL dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 68,25 %; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu,

atau LULUS dengan predikat SEDANG.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Tanggal : 22 Desember 2025
Hasil Pengambilan Keputusan :

1) PBPH PT Mutiara Kalja Permai dinilai LULUS audit Sertifikasi Awal dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 68,25%; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu
2) Kepada PBPH PT Mutiara Kalja Permai dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL).

4

Samarindg, 23 Desember 2025
rustindo Prima Karya,
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